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ABSTRAK 
 
 
 
Nama  :  Maharani Oktora, S.H. 
Program Studi :  Magister Kenotariatan 
Judul Tesis :  Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Atas 

Obyek Piutang di Bank X Jakarta 
 
 
 
Di sektor pembiayaan, pertumbuhan ekonomi yang signifikan akan berimplikasi 
pada tingginya penyaluran pembiayaan konsumen melalui perusahaan 
pembiayaan (multifinance), perusahaan pembiayaan (multifinance) tersebut 
biasanya memperoleh dana berupa fasilitas kredit dari bank untuk menjalankan 
bisnisnya. Dalam pemberian kredit tersebut bank sebagai kreditur selalu 
memerlukan jaminan. Salah satu jaminan tersebut dapat berbentuk jaminan 
fidusia. Tesis ini membahas mengenai objek jaminan fidusia berbentuk daftar 
piutang. Kreditur sebagai penerima fidusia memerlukan perlindungan hukum 
terhadap jaminan fidusia dalam bentuk daftar piutang. Di samping itu perlu 
dipastikan pula apabila terjadi wanprestasi, maka diperlukan perlindungan hukum 
bagi kreditur. Penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat penelitian 
yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran aspek 
perlindungan hukum kepada Kreditur atas jaminan fidusia dalam bentuk daftar 
piutang, maka dibuat akta jaminan fidusia antara kreditur dan debitur dan proses 
penyelesaian kredit bermasalah berikut cara eksekusinya. 
 
 
 
Kata kunci: 
Jaminan Fidusia, daftar piutang, perlindungan hukum. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Name  :  Maharani Oktora, S.H. 
Study Program :  Master of Notary 
Judul Tesis :  The Judicial Review to the Implementation of Fiduciary 

Assurance of the Account Receivable Object at X Bank in 
Jakarta 

 
 
 
In the finance sector, economic growth will be significant implications for the 
height distribution of consumer financing through multifinance companies, 
multifinance companies is usually in the form of a credit facility to obtain funds 
from the bank to run its business. In the lending banks as lenders always require 
collateral. One such assurance can be shaped fiduciary. This thesis discusses the 
form of a list object fiduciary accounts. Creditors as beneficiaries of fiduciary law 
requires protection against fiduciary accounts in the form of a list. Besides it is 
also necessary to ensure the event of default, the necessary legal protection for 
creditors. This study uses the research literature which is normative juridical. The 
results of this study is to illustrate aspects of the legal protection to creditors in the 
form of a list of fiduciary accounts, the fiduciary deed made between the creditor 
and the debitor and the non-performing loans following the settlement process to 
execution. 
 
Keywords: 
Fiduciary Assurance, List of Accounts Receivable, Law Protection 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

 Prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 diperkirakan akan 

melesat dibandingkan negara-negara asia lainnya. Indikator hal tersebut dapat dilihat 

dari peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, sebagaimana prediksi Faisal 

Basri, ekonom Universitas Indonesia, dimana pendapatan per kapita masyarakat akan 

mencapai lebih dari US$ 4.000 per tahun1. Di sektor pembiayaan, pertumbuhan 

ekonomi yang signifikan tersebut salah satunya akan berimplikasi pada tingginya 

penyaluran pembiayaan konsumen melalui perusahaan pembiayaan (multifinance). 

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) sebagai wadah berkumpulnya 

perusahaan-perusahaan pembiayaan (multifinance) untuk pertukaran informasi 

maupun mewakili perusahaan-perusahaan pembiayaan di Indonesia dalam 

kepentingan pembahasan policy di sektor industri pembiayaan dengan pemerintah, 

memprediksi pada tahun 2012, penyaluran pembiayaan akan tumbuh 20% - 25% dari 

outstanding 2011 sebesar Rp 145,28 triliun menjadi Rp. 279,48 triliun-Rp 291,12 

triliun2

 Melihat fenomena ekonomi di atas, setiap perusahaan pembiayaan 

(multifinance) tentu tidak ingin kehilangan kesempatan memanfaatkan momentum 

untuk mencapai laba maksimal dan peningkatan nilai asset. Berbagai cara dilakukan 

perusahaan pembiayaan mencapai kedua hal tersebut, mulai dari penambahan kantor 

cabang, penerbitan obligasi, kemudahan prosedur mendapatkan pembiayaan, 

keringanan down payment (DP), hadiah cash back, penambahan modal disetor 

perseroan hingga pengajuan permohonan pemberian kredit kepada pihak perbankan 

.  

1 Steffi Indrajana, “Pembiayaan Multifinance 2012 Diprediksi Tumbuh 25%,” 
http://www.indonesiafinancetoday.com/read/15169/Pembiayaan-Multifinance, diunduh 21 Maret 
2012. 
 

2 Ibid.  
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untuk membiayai kegiatan operasional dan kebutuhan pembiayaan dari end 

user/konsumen.  

 Dalam pemberian fasilitas kredit bagi perusahaan pembiayaan, pihak 

perbankan tentu saja tidak hanya bergantung kepada perjanjian kredit yang dibuat 

antara kedua belah pihak. Untuk meng-cover fasilitas kredit, mengurangi risiko 

kerugian dan memberikan rasa aman bagi bank atas pemberian fasilitas kredit 

dimaksud, maka perusahaan pembiayaan (multifinance) sebagai debitur diwajibkan 

memberikan jaminan kepada bank selaku kreditur.  

 Pemberian kredit dari pihak perbankan kepada perusahaan pembiayaan 

umumnya menggunakan skim / pola Joint Financing dan Kredit Modal Kerja 

(selanjutnya disebut KMK). Masing-masing skim / pola pembiayaan di atas 

mempunyai jaminan yang berbeda. Fasilitas Joint Financing diberikan pihak 

perbankan dengan jaminan fidusia dibawah tangan, sedangkan Kredit Modal Kerja 

(KMK) diberikan pihak perbankan kepada perusahaan pembiayaan dengan jaminan 

pada umumnya dalam bentuk fidusia. “Dalam praktek perbankan, jaminan fidusia 

banyak dipergunakan untuk menjamin kredit modal kerja dan kredit investasi serta 

pembelian kendaraan dan mesin pada usaha pembiayaan”3

 Istilah jaminan sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu 

zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara 

kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawab umum 

debitur terhadap barang-barangnya

.  

4

3 Sunu Widi Purwoko, Catatan Hukum Seputar Kredit Dan Jaminan, cet.1, (Jakarta: Nine 
Seasons Communication, 2011), hlm. 177-178. 

 
 4 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, cet.1, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2004), hlm. 21. 
 

.  

 Pemberian jaminan untuk fasilitas kredit sebagaimana disebutkan pada alinea 

di atas, merupakan salah satu instrument pokok yang meng-cover kepentingan bank 

dan fasilitas kredit yang diberikannya serta memenuhi ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu Pasal 1 angka 23 : 
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“Jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia.”5

Adanya jaminan ini timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan 

antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan 

ataupun jaminan yang bersifat perorangan. “Jaminan yang bersifat kebendaan ialah 

adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan sedangkan jaminan yang bersifat 

perorangan ialah adanya orang tertentu yang sanggup membayar / memenuhi prestasi 

manakala debitur wanprestasi.”

 

Pasal 8 ayat 1 :  

“…dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank 

umum wajib memiliki keyakinan terhadap analisis yang mendalam atas itikad dan 

kemampuan atau kesanggupan nasabah debitur, untuk melunasi utangnya, sesuai 

dengan yang diperjanjikan.” 

6

 Jaminan fidusia yang merupakan obyek dari penulisan tesis ini, termasuk ke 

dalam ruang lingkup jaminan yang bersifat kebendaan. “Jaminan yang bersifat 

kebendaan memberikan hak-hak kepada kreditur untuk didahulukan dalam 

mengambil pelunasan daripada kreditur-kreditur lain, atas hasil penjualan suatu benda 

tertentu atau sekelompok benda tertentu, yang secara khusus diperikatkan.”

  

7

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang 
mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi 

 

Mengenai jaminan ini juga dibahas dalam Pasal 1132 KUHPerdata yang menyatakan 

bahwa : 

 

 5 Indonesia, Undang-undang Perbankan, UU No. 10 tahun 1998, Ps. 1 Angka 23.  
 
 6 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum 
Jaminan Dan Jaminan Perorangan, cet.2, (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2001), hlm. 46. 
 
 7 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, cet.4, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2002), hlm. 17. 
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menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, 
kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah.8

 Definisi, eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia, maupun ruang lingkupnya 

telah diatur dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia dan telah diundangkan pada tanggal 30 September 

1999. Definisi fidusia sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Fidusia 

adalah sebagai berikut : ”fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas 

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikan haknya 

dialihkan tetap dalam pengawasan pemilik benda.”

 
 

9

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 
maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan 
yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap 
berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan 
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 
penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

 Sedangkan yang dimaksud 

dengan jaminan fidusia juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang 

Jaminan Fidusia sebagai berikut : 

 

10

 Menyimak penjelasan tersebut di atas, kita dapat dengan jelas membedakan 

antara fidusia dan jaminan fidusia, dimana “fidusia merupakan proses pengalihan hak 

kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk 

fidusia.”

 
 
 

11

 8 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook), diterjemahkan oleh R. Subekti 
dan Tjitro Sudibio, cet.26, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), Ps. 1132. 
 
 9 Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 
168, TLN No. 3889. Penjelasan Umum, Ps. 1 angka 1. 
 
 10 Ibid, Ps. 1 angka 2. 
 
 11 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2000), hlm. 130. 
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 Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat accessoir 

sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-undang No. 42 

Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta 

Jaminan Fidusia. Akan tetapi ada sebagian ahli hokum berpendapat bahwa 

penyerahan hak milik secara fidusia tidak memiliki sifat accesoir dan berdiri sendiri. 

Akibatnya ialah bahwa lahir dan berakhirnya fidusia tidak tergantung pada perikatan 

yang lain (pokok). Jika penyerahan hak milik secara fidusia akan diakhiri, maka harus 

diadakan perbuatan hokum sendiri, yang menyatakan bahwa penyerahan hak milik 

secara fidusia itu telah berakhir. Menurut pendapat Prof. DR. Mariam Darus 

Badrulzaman, SH. Penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan mempunyai 

sifat accesoir karena melekat pada perjanjian pokok (pinjam uang)12

 Arti penting pencantuman irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah bahwa pencantuman tersebut 

membawa konsekuensi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu 

.  

 Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 

menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) 

yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran 

Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan 

memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas 

dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima fidusia 

diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai irah-irah "DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tanggalnya sama 

dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (registration of titles).  

 Penerima fidusia ini dapat seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama (misalnya dalam, pemberian kredit secara konsorsium sebagaimana disebutkan 

dalam penjelasan Pasal 8), akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah diperkenankan, 

artinya pemberi fidusia tidak boleh menjaminkan lagi obyek jaminan fidusia untuk 

jaminan fidusia utang lain (Pasal 17 UU No. 42 tahun 1999). 

12 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai Dan Fiducia, cet.5, 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 96. 
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putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewijsde) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat 

Jaminan Fidusia tersebut dapat dieksekusi. Untuk pendaftaran jaminan fidusia ada 

suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi obyek jaminan 

fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang 

dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fidusier. Obyek jaminan 

perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang 

mempunyai zaaksgevolg atau droit de suite (hak yang mengikuti). “Artinya: hak itu 

terus  mengikuti bendanya – dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu 

berada”13

 Dari gambaran sebagaimana tersebut di atas, mungkin kita berpandangan 

bahwa jaminan fidusia sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup (secure) 

bagi pihak perbankan selaku kreditur, padahal hal tersebut tidaklah sepenuhnya 

benar. Dalam praktek perbankan, sifat kebendaan dan karakteristik jaminan fidusia 

berpotensi menyulitkan kreditur, mulai dari proses pengikatannya, pendaftaran, 

pengawasan dan eksekusi terutama untuk piutang.

. 

14

 Kelemahan di atas, membuka peluang timbulnya pengikatan ganda atas objek 

jaminan fidusia yang sama. Dalam praktek, kantor fidusia dapat menerbitkan 

sertifikat jaminan fidusia untuk beberapa kreditur atas pendaftaran objek jaminan 

fidusia yang sama. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

memang mengatur penyelesaian masalah penjaminan ganda, yakni dengan 

memenangkan pendaftar pertama jaminan fidusia, namun di pengadilan atau kantor 

 Berbeda dengan instrument hak 

tanggungan yang proses pengikatannya bisa mengandalkan informasi tentang 

pendaftaran hak atas tanah, pengalihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas 

tanggungan dalam buku tanah yang ada di kantor pertanahan, pengikatan jaminan 

fidusia hanya dapat mengandalkan informasi yang ada dalam lampiran jaminan 

fidusia yang dibuat debitur selaku pemberi jaminan fidusia. 

 13 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, cet.5, (Yogyakarta: 
Liberty Yogyakarta, 2000), hlm. 25. 
 

14 Sunu Widi Purwoko, Op. Cit., hlm 178. 
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lelang, biasanya justru terjadi sebaliknya. Dalam suatu kasus sengketa dengan 

jaminan fidusia, pihak yang berhak atas suatu objek jaminan fidusia bukan pendaftar 

pertama, melainkan pihak pertama yang menyebut secara jelas lokasi objek jaminan 

fidusia. 

 Perusahaan pembiayaan (multifinance) sebagai debitur, dalam menerima 

fasilitas kredit dari perbankan, lazimnya memberikan jaminan berupa piutang end 

user / konsumen yang dituangkan bentuk daftar piutang dan berpotensi mengalami 

masalah seperti yang telah dijelaskan pada alinea di atas. 

 Masalah lain terkait lembaga jaminan fidusia selain dari yang telah disebutkan 

di atas, antara lain seperti tidak adanya mekanisme cek bersih seperti dalam proses 

pembebanan hak tanggungan, sehingga bank sebagai kreditur harus merumuskan 

sendiri syarat dan ketentuan untuk memastikan tidak menerima jaminan ganda. Lalu 

masalah lain yang kurang dipahami adalah mengenai nilai objek jaminan fidusia dan 

nilai jaminan fidusia. Umumnya yang dipahami hanyalah satu nilai yakni nilai 

penjaminan seperti hak tanggungan yang hanya mencantumkan nilai hak tanggungan. 

Berbeda dengan pengikatan jaminan tanah, pengikatan jaminan fidusia, mengenal dua 

istilah yakni nilai objek jaminan (nilai buku objek jaminan pada saat penyerahan 

kepada kreditur) dan nilai penjaminan (coverage jaminan terhadap utang debitur 

bilamana debitur default). Penyerahan satu nilai jaminan saja akan membingungkan 

legal officer atau notaris dalam penyusunan akta jaminan fidusia, apakah nilai yang 

diserahkan adalah nilai objek jaminan fidusia atau nilai penjaminan fidusia. 

 Permasalahan lain dari jaminan fidusia adalah saat timbulnya hak preferensi 

kreditur atas objek jaminan fidusia yang datanya terlampir dalam akta jaminan 

fidusia. Timbulnya hak preferensi kreditur ditandai dengan diterbitkannya sertifikat 

fidusia, sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu paling lambat 8 (delapan) hari 

setelah tanggal pendaftaran akta jamina fidusia. Akan tetapi dalam prakteknya, 

sertifikat jaminan fidusia terbit dalam jangka waktu yang lebih lama dari ketentuan 

perundang-undangan. Selama jangka waktu tersebut walaupun sudah diikat dengan 

akta jaminan fidusia, kreditur belum mendapatkan hak preferensi atas objek jaminan 

fidusia. Keadaan ini tentu menimbulkan potensi risiko hukum bagi bank, terutama 
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dalam hal objek jaminan fidusia menggunakan daftar piutang. Daftar piutang tersebut 

biasanya terdiri atas daftar puluhan, ratusan atau bahkan ribuan end user / konsumen 

yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank melalui perusahaan pembiayaan 

(multifinance) yang mempunyai tingkat mobilitas perubahan yang tinggi.  

 Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum tersebut di atas, diperburuk 

dengan tindakan praktek penerapan fidusia di lapangan, antara lain berupa tidak 

dilakukannya pendaftaran benda fidusia (hanya berhenti pada pembuatan akta 

otentik), tidak dilakukannya updating atas sertifikat fidusia, tidak adanya collateral 

manager dan ketidakjelian dalam menyususn terms and conditions perjanjian kredit. 

 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

melakukan penulisan tesis dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan 

Jaminan Fidusia atas Obyek Piutang di Bank X Jakarta. 

 

1.2 Pokok Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka disusunlah 

pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses penjaminan fidusia atas daftar piutang ?  

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur (penerima fidusia) 

dalam hal debitur wanprestasi ?  

 

1.3 Metode Penelitian 

 Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat 

yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder atau 

berupa norma hukum tertulis dan atau wawancara dengan informan serta narasumber, 

yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari 

literatur maupun peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang 

Jaminan Fidusia, peraturan pelaksanaannya dan peraturan lainnya yang terkait. 
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Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data primer yang bertujuan menemukan 

hubungan antara beberapa gejala yang ditelaah.15

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan 

perundang-undangan; 

  

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian eksplanatoris, 

khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori 

hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut dengan akta jaminan fidusia. 

Penelitian tersebut digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang 

diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan antara peraturan 

yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam 

praktek.  

 Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi dokumen-

dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan. Jenis bahan 

hukum yang digunakan adalah : 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer antara lain berupa hasil penelitian, artikel/jurnal 

hukum, literatur-literatur dan rancangan undang-undang; 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, antara lain berupa 

kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.16

 Di samping itu, penelitian ini juga didukung oleh data primer sebagai hasil 

wawancara yang diperoleh dari narasumber untuk mengetahui penerapan keseluruhan 

peraturan di atas dalam praktek.  

 Penulisan ini menggunakan Alat Pengumpul Data berupa wawacara dan studi 

dokumen, yaitu mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan 

teori hukum dan praktik pelaksanaan yang terjadi dalam pembuatan akta jaminan 

fidusia. 

  

15 Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 53. 
 
16 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada), hlm. 13. 
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 Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa 

metode analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan kepada data-data 

yang diperoleh penulis dari buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan perundang-

undangan. 

 Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah bentuk normatif kualitatif, 

dimana disebut normatif karena penelitian ini berangkat dari penelitian terhadap 

peraturan perundang-undangan dan pendapat / pandangan hukum para ahli. Kualitatif 

karena analisa data berasal dari perilaku sikap dan pandangan dalam rangka 

menerapkan peraturan perundang-undangan.  

 

1.4 Sistematika Penulisan 

 Sistematika dalam penulisan tesis ini akan diuraikan dan disusun menjadi 3 

(tiga) bab yang dibagi menjadi beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut: 
 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang 

permasalahan, pokok permasalahan dan metode penelitian. 

BAB 2 : PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA 

Bab ini berisi teori tentang perjanjian kredit, jaminan dan fidusia, 

berdasarkan teori-teori yang berlaku secara umum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

BAB 3 : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS OBJEK 

JAMINAN FIDUSIA BERUPA DAFTAR PIUTANG 

Bab ini berisi tentang tinjauan secara yuridis mengenai 

perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur atas pemberian 

kredit kepada perusahaan pembiayaan (multifinance) berdasarkan 

analisis dan pembahasan permasalahan. 

BAB 4 : PENUTUP 

Membahas mengenai kesimpulan dan saran penulis atas 

permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan tesis ini. 
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BAB 2 

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA 
 

2.1 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN KREDIT 

2.1.1 Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit 

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila 

seseorang atau suatu badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka orang 

atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit. 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberi definisi kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga.17

 Levi dalam bukunya Mariam Darus Badrulzaman merumuskan arti hukum 

dari kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan 

secara bebas oleh penerima kredit, penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman 

itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang itu di 

kemudian hari.

 

18

 Sedangkan M. Jakile dalam bukunya Mariam Darus Badrulzaman 

mengemukakan bahwa kredit adalah satu ukuran kemampuan dari seseorang untuk 

mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti rugi dari janjiannya untuk 

membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu.

 

19

17 Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790 Pasal 1 angka 
(11). 

 
18 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2000), hlm. 24. 
 
19 Ibid, hlm. 25. 
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 Lain halnya dengan O.P. Simorangkir dalam bukunya Hasanuddin Rahman 

mendefinisikan kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan 

balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.20

 Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi 

kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit 

berfungsi koperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara 

kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. 

Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan 

resiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.

 

21

 Berdasarkan uraian di atas dapat ditemukan sedikitnya ada 4 macam unsur 

kredit, yaitu :

 

22

a. Kepercayaan di sini berarti bahwa setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan 

adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar 

kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. 

 

b. Waktu di sini berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dengan 

pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan 

melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu. 

c. Resiko di sini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan 

terkandung resiko di dalamnya yaitu resiko yang terkandung dalam jangka 

waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali. Hal ini berarti 

semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut. 

d. Prestasi di sini berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dengan 

debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan 

terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.23

20 Hasanudin Rahman, Aspek-aspek Pemberian Kredit Bank di Indonesia, (Bandung: PT Citra 
Aditya Bakti, 1995), hlm. 106. 

 
21 Ibid. 
 
22 Ibid, hlm. 107. 
 
23 Ibid, hlm. 107. 
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Setiap pelepasan kredit bank kepada nasabah debiturnya selalu dimulai 

dengan permohonan kredit oleh nasabah debitur yang bersangkutan. Apabila bank 

menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka untuk dapat 

terlaksana pelepasan kredit tersebut, terlebih dahulu haruslah dengan diadakannya 

suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan 

hutang, namun demikian, yang lebih penting daripada dasar adanya suatu perjanjnian 

kredit atas pelepasan kredit bank kepada nasabah debiturnya adalah berfungsinya 

perjanjian kredit sebagai alat bukti dan sebagaimana diketahui  bahwa surat-surat 

perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak adalah merupakan suatu akta. 

Pembentuk undang-undang tidak memberikan pengertian atau rumusan 

perjanjian kredit secara khusus baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

atau Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perbankan hanya memberikan 

pengertian mengenai kredit saja. Namun berdasarkan pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah hubungan hukum kontraktual antara bank 

dan pihak lain berdasarkan atas sepakat, dimana bank menyerahkan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu dan mewajibkan pihak lain untuk 

mengembalikannya dengan jangka tertentu disertai dengan adanya pemberian bunga 

atau imbalan. 

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari 

bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit 

yang diadakan itu pada hakikatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada 

ketentuan-ketentuan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi 

dapat pula berdasarkan kesepakatan di antara para pihak, artinya dalam hal-hal 

ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut sedangkan dalam hal ketentuan yang 

tidak memaksa diserahkan kepada para pihak. 
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2.1.2 Unsur-unsur Perjanjian Kredit 

Pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada debitur, 

walaupun kepercayaan itu mengandung risiko yang tinggi. Hal ini berarti bahwa 

suatu Lembaga Kredit baru akan memberikan kredit apabila ia telah benar-benar 

yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya 

sesuai dengan syarat-syarat dan dalam jangka waktu yang telah disetujui kedua belah 

pihak di dalam Perjanjian. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat kita katakan bahwa dalam suatu 

Perjanjian Pemberian Kredit harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Kepercayaan  

Artinya : harus ada keyakinan dari si pemberi kredit akan kredit yang 

diberikannya (baik dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa) benar-benar dapat 

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di kemudian hari. 

2. Waktu 

Artinya : jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian 

kredit. 

3. Degree of Risk 

Artinya : adanya tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu 

yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit di kemudian 

hari. Makin lama jangka waktu pengembalian kredit, maka makin tinggi pula 

tingkat risikonya. Oleh karenanya dalam suatu perjanjian kredit perlu adanya 

suatu jaminan.  

4. Prestasi  

Artinya : dapat berupa pemberian uang, barang, ataupun jasa. Dalam 

perkembangan perkreditan masa kini, maka prestasi yang dimaksud biasanya 

adalah pemberian uang. Hal ini terlihat dari Pasal 1 angka (11) Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan, obyek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, dan tidak dalam bentuk barang. 
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 Perjanjian kredit mengacu pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur 

dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu suatu perjanjian yang 

diadakan antara bank dengan calon debitur untuk mendapat kredit dari bank yang 

bersangkutan. Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang Perbankan kita, yaitu 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 tidak disebutkan mengenai perjanjian kredit sebagai dasar pemberian kredit, 

demikian pula halnya dengan istilah perjanjian kredit tidak ada dalam Undang-

undang tersebut. Berkenaan dengan hal itu, Subekti mengatakan bahwa : 

 

Dalam bentuk apapun juga Pemberian Kredit itu diadakan, dalam semuanya 
itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu Perjanjian Pinjam-Meminjam 
sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754 
sampai dengan Pasal 1769.24

Perjanjian Kredit lebih merupakan Perjanjian Tidak Bernama (Onbennoemde 
Overeenkomst) karena mengenai Perjanjian Kredit belum ada pengaturan 
secara khusus baik dalam Undang-undang maupun dalam Undang-undang 
Perbankan. Dengan demikian Djuhaendah Hasan lebih cenderung menamakan 
Perjanjian Kredit sebagai suatu Perjanjian Tidak Bernama dan dasar 
hukumnya untuk Perjanjian Kredit akan berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (1) 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dikenal sebagai pasal yang 
mengandung Asas Kebebasan Berkontrak. Karena yang melandasi Perjanjian 
Kredit antara Bank dengan Debitur lebih ditekankan pada Kesepakatan antara 
para pihak, yaitu Kesepakatan Pihak Bank sebagai Kreditur dan Pihak calon 
Debitur.

 
 

Namun di lain sisi, Djuhaendah Hasan berpendapat bahwa : 

 

25

 Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ada ketentuan tentang 

bagaimana seharusnya bentuk suatu Perjanjian, dengan demikian dapatlah dikatakan 

 
 

24 Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung: 
Alumni, 1982), hlm. 10. 

 
25 Djuhaendah Hasan, Aspek-aspek Hukum Jaminan Dalam Perjanjian Kredit, BPHN, 1993, 

dalam Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat 
Pada Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan 
Horisontal, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 176. 
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bahwa bentuk Perjanjian dapat berupa Perjanjian tertulis dan Perjanjian tidak tertulis. 

Dalam Perjanjian Kredit juga tidak ada ketentuan bahwa Perjanjian kredit harus 

dalam bentuk tertentu atau tertulis sehingga dapat saja Perjanjian Kredit dalam bentuk 

tidak tertulis. Namun dalam praktek Perbankan pada umumnya bentuk Perjanjian 

Kredit ini merupakan Perjanjian tertulis dan biasanya dalam bentuk Perjanjian standar 

atau Perjanjian baku yang biasanya dibuat dengan Akta Notariil.26

2.1.3 Jenis Kredit 

 

 

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria 

lembaga pemberi-penerima kredit, tujuan penggunaan kredit, kelengkapan dokumen 

perdagangan, besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, jangka waktu pemberian 

kredit, jaminan atau dari berbagai kriteria lainnya. Berikut ini akan dijelaskan 

mengenai kriteria-kriteria tersebut : 

a. Jika dilihat dari segi pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur 

pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari: 

1) Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau 

konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta 

kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan, 

dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian 

kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa. 

2) Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-

bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana 

untuk membiayai kegiatan perkreditannya. 

3) Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga 

pemerintah, atau resmi pemerintah. 

 

 

 

 

26 Ibid., hlm. 180. 
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b. Jenis kredit apabila dilihat dari segi tujuan penggunaan kredit : 

1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah, atau 

bank swasta yang diberikan kepada perserorangan untuk membiayai 

keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari. 

2) Kredit produktif baik kredit investasi, ataupun kredit eksploitasi, yaitu kredit 

yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa 

sebagai kontribusi dari usahanya. 

3) Kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai 

pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin, 

juga untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi, adapun jangka waktunya 5 

tahun atau lebih. 

4) Kredit eksploitasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan 

dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan 

produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang, sedangkan jangka 

waktunya berlaku pendek. 

c. Jika dilihat dari segi dokumen maka kredit jenis ini adalah kredit yang sangat 

terikat dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki substitusi nilai jumlah 

uang dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit. Kredit 

ini banyak digunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang yang 

berlainan tempat. Jenis kredit ini terdiri dari : 

1) Kredit ekspor, adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi 

usaha ekspor. 

2) Kredit impor, adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi 

usaha untuk mengimpor. 

d. Jika dilihat dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat 

dinamika, sektor yang digeluti, aset yang dimiliki dan sebagainya, maka jenis 

kredit ini terdiri dari : 

1) Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan 

sebagai pengusaha kecil. 
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2) Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya 

lebih besar dari pengusaha kecil. 

3) Kredit besar   

e. Jika dilihat dari segi jangka waktunya, jenis kredit meliputi : 

1) Kredit jangka pendek (short term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu 

maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit 

penjualan, kredit pembeli dan kredit wesel. 

2) Kredit jangka menengah (medium term loan), yaitu kredit berjangka waktu 

antara 1 tahun sampai 3 tahun. 

3) Kredit jangka penjang (long term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu 

lebih dari 3 tahun. 

f. Jika dari segi jaminannya, maka jenis kredit dapat dibedakan antara lain : 

1) Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (unsecured loan) 

2) Kredit dengan jaminan (secured loan), yaitu kredit yang diberikan pihak 

kreditur mendapat jaminan, bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. 
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2.2 TEORI MENGENAI HUKUM JAMINAN 

2.2.1 Pengertian Hukum Jaminan 

Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur 

hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan 

pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.27

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi hukum jaminan tersebut di atas 

adalah :

 

28

2.2.1.2 Adanya pemberi dan penerima jaminan 

 

2.2.1.1 Adanya kaidah hukum 

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu 

kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah 

hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan 

tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan 

berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat 

secara lisan. 

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang 

jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini 

adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim 

disebut dengan debitor. Penerima jaminan adalah orang-orang atau badan hukum 

27 Lihat pendapat H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Edisi 1, Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 7. Bandingkan dengan buku Frieda Husni Hasbullah, Hukum 
Kebendaan Perdata Hak-hak yang Memberi Jaminan, Jilid 2, (Jakarta: Ind, Hill-Co, 2002) hlm. 5 yang 
memenuhi beberapa perumusan atau definisi tentang jaminan dan hukum jaminan dikemukakan 
beberapa pakar hukum sebagai berikut : 
a. Mariam Darus Badrulzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang dib erikan 

oleh seorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam 
suatu perikatan. 

b. Thomas Suyatno menyatakan bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan 
kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang. 

c. J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang 
jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor. 

d. Hartono Hadisaputro menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitor kepada kreditor 
untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai 
dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. 
 
28 Ibid.  
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yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai 

penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga 

yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga 

pembiayaan. 

2.2.1.3 Adanya jaminan 

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditor adalah jaminan materiil dan 

imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, 

seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imateriil 

merupakan jaminan non kebendaan. 

2.2.1.4 Adanya fasilitas kredit 

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk 

mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga pembiayaan. Pemberian kredit 

merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga 

keuangan lembaga pembiayaan percaya bahwa debitor sanggup untuk 

mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitor percaya bahwa 

bank atau lembaga keuangan lembaga pembiayaan dapat memberikan kredit 

kepadanya. 

 Sedangkan istilah “agunan” berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diartikan sebagai berikut : 

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank 

dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah”. 

 

2.2.2 Asas-asas Hukum Jaminan 

Jaminan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia secara 

garis besar mempunyai sejumlah asas sebagai berikut :29

29 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. 27, (Jakarta: PT. Intermasa, 1995), hlm. 63. 
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1) Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor 

pemegang hak jaminan terhadap kreditur lainnya. 

2) Hak jaminan merupakan hak accessoir terhadap perjanjian pokok yang 

dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah 

perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian 

pokok tersebut berakhir maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir. 

3) Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan 

itu. Artinya benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan 

harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. 

4) Hak jaminan merupakan hak kebendaan, artinya hak jaminan itu akan selalu 

melekat di atas benda tersebut (atau selalu mengikuti benda tersebut) kepada 

siapa pun juga benda itu beralih kepemilikannya. 

5) Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk 

melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya kreditur pemegang hak 

jaminan berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan 

pengadilan mau pun berdasarkan kekuasaan yang diberikan Undangundang, 

dan mengambil hasil penjualan dari benda tersebut. 

6) Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan yaitu suatu hak yang 

memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan 

dari setiap orang maka hak jaminan berlaku juga bagi pihak ketiga. 

7) Oleh karena hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, maka terhadap hak 

jaminan berlaku asas publisitas, artinya hak jaminan tersebut harus 

didaftarkan di kantor pendataran yang bersangkutan. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang 

jaminan maka ditemukan 5 (lima) asas penting dalam hukum jaminan, sebagaimana 

dipaparkan berikut ini :30

1) Asas publicitet, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak 

fidusia, dan hipotek harus didaftarkan, pendaftaran ini dimaksudkan supaya 

 

30 H. Salim HS., Op. Cit., hlm. 9-10.  
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pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang 

dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di 

Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan 

pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar. 

2) Asas specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya 

dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas 

nama orang tertentu. 

3) Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat 

mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak 

gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. 

4) Asas inbezittstelling, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada 

penerima gadai. 

5) Asas pemisahan horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu 

kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah 

Negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan 

atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak 

pakai. 

Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan asas-asas hukum jaminan. Asas-

asas itu meliputi asas filosofis, asas konstitusional, asas politis, dan asas operasional 

(konkret) yang bersifat umum. Asas Operasional dibagi menjadi asas sistem tertutup, 

asas absolut, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas spesialitet, asas totalitas, asas 

asessi perlekatan, asas konsistensi, asas pemisahan horizontal, dan asas perlindungan 

hukum. Pemaparan asas-asas hukum yang dikemukakan oleh Mariam Darus 

Badrulzaman tidak diberikan pengertian dan penjelasan yang lengkap, namun H. 

Salim H.S. dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Hukum Jaminan di 

Indonesia mencoba untuk menjelaskan dan mengartikan asas-asas yang berkaitan 
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dengan asas filosofis, konstitusional, politis, dan operasional. Keempat asas itu 

disajikan berikut ini :31

1) Asas filosofis, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh 

bangsa Indonesia, yaitu Pancasila; 

 

2) Asas Konstitusional, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-

undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus 

didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). Hukum dasar yang berlaku di 

Indonesia, yaitu UUD 1945. Apabila undang-undang yang dibuat dan 

disahkan tersebut bertentangan dengan konstitusi, undang-undang tersebut 

harus dicabut; 

3) Asas politis, yaitu asas dimana segala kebajikan dan teknik di dalam 

penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan Tap MPR; 

4) Asas Operasional (konkret) yang bersifat umum merupakan asas yang dapat 

digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.  

 

2.2.3 Pengaturan Hukum Jaminan 

Pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu : 

2.2.3.1 Di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu gadai (Pasal 

1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Hipotik (Pasal 1162 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1232 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata). Pembebanan hipotik hak atas tanah sudah tidak 

berlaku lagi, karena telah dicabut dengan adanya Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sedangkan hipotik atas kapal laut yang 

beratnya 20 m3 ke atas dan pesawat udara masih berlaku ketentuan-ketentuan 

yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

2.2.3.2 Di luar Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu meliputi : 

2.2.3.2.1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang 

Pokok Agraria; 

31 Ibid, hlm. 10-11. 
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2.2.3.2.2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; 

2.2.3.2.3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 

2.2.3.2.4 Buku III tentang van zaaken (hukum benda) Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata Belanda. 

 

2.2.4 Bentuk-bentuk Jaminan 

Bentuk jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 

2.2.4.1 Jaminan yang timbul dari Undang-undang; dan 

2.2.4.2 Jaminan yang timbul dari perjanjian 

Jaminan yang timbul dari Undang-undang dimaksudkan adalah bentuk-bentuk 

jaminan yang adanya telah ditentukan oleh suatu Undang-undang. Tergolong jaminan 

yang timbul dari Undang-undang ialah Pasal 1311 dan Pasal 1132 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, jaminan yang diatur dalam Pasal tersebut disebut juga 

dengan pelunasan utang dengan jaminan umum. 

Ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata berarti seseorang kreditur telah diberikan jaminan yang berupa harta benda 

dari milik debitur tanpa khusus diperjanjikan terlebih dahulu. Namun dengan jaminan 

semacam itu kedudukan kreditur hanyalah merupakan kreditur konkuren saja 

terhadap seluruh kekayaan debitur. Dalam hal ini, benda yang dapat dijadikan 

perlunasan jaminan umum apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :32

a. Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang). 

 

b. Benda tersebut dapat dipindahtangankan haknya kepada pihak lain. 

Bentuk jaminan yang timbul karena perjanjian yang dibuat khusus dengan 

debitur dan kreditur dapat dibedakan antara bentuk jaminan yang bersifat kebendaan 

dan yang bersifat perorangan. 

2.2.4.1 Jaminan yang bersifat perorangan (jaminan imateriil) 

Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan 

hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap 

32 Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi, (Jakarta: Grasindo, 
2007), hlm. 16. 
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debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur seumumnya, ia bahkan dapat 

diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berhutang tersebut. Atau juga dapat berarti 

pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikat diri guna memenuhi utang dari 

debitur, manakala debitur tidak memenuhi janjinya. Unsur jaminan perorangan 

adalah: 

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu 

2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu 

3. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya. 

Yang termasuk jaminan perorangan adalah : 

1. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih 

2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng 

3. Perjanjian garansi 

 

2.2.4.2 Jaminan yang bersifat kebendaan (jaminan materiil) 

Pengertian jaminan materiil menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah 

jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri 

mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap 

siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Dari pengertian tersebut 

maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu :33

1) Hak mutlak atas suatu benda 

 

2) Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu 

3) Dapat dipertahankan terhadap siapa pun 

4) Selalu mengikuti bendanya 

5) Dapat dialihkan kepada kepada pihak lainnya 

Jaminan yang bersifat kebendaan berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu 

dari debitur yang dapat dipertahankan pada setiap orang. Jaminan ini mempunyai ciri-

ciri: 

1) Mempunyai hubungan langsung atas bendanya; 

33  H.Salim HS, Op. Cit., hlm. 25. 
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2) Dapat dipertahankan kepada siapapun; 

3) Selalu mengikuti bendanya (droit de suite); 

4) Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi; 

5) Dapat diperalihkan kepada orang lain. 

Atas dasar ciri-ciri tersebut maka benda jaminan pada jaminan kebendaan 

harus benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (ekonomis). Pemberian 

jaminan kebendaan selalu berupa suatu bagian menyendirikan dari kekayaan 

seseorang si pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan pembayaran 

hutang seorang debitur tersebut dapat berupa kekayaan sendiri (debitur) atau 

kekayaan orang ketiga. 

Jaminan kebendaan menurut sifatnya dapat dibagi menjadi : 

a. Jaminan dengan benda berwujud, berupa bentuk benda bergerak dan benda tidak 

bergerak, dan 

b. Jaminan dengan benda tidak berwujud, yang dapat berupa hak tagih (cessie). 

Dalam jaminan kebendaan hanya kekayaan debitur sajalah yang dapat 

dijadikan jaminan bagi pelunasan utang apabila debitur cidera janji. Memberikan 

suatu barang dalam jaminan berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang itu. 

Pada asasnya yang harus dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik 

atas hak benda itu dengan cara apapun juga (menjual, menukarkan, menghibahkan). 

Membedakan benda bergerak dan benda tidak bergerak sangat penting karena 

berhubungan dengan empat hal yaitu pemilikan (bezit), penyerahan (levering), 

daluarsa (verjaring), dan pembebanan (bezwaring). Untuk barang-barang bergerak, 

cara yang paling efektif untuk mencegah barang itu dipindahkan hak miliknya oleh 

debitur adalah menarik barang itu dari kekuasaan fisik debitur maka dalam gadai 

(pand) telah ditetapkan oleh Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, bahwa barang yang diberikan dalam gadai harus ditarik dari kekuasaan 

(fisik) si debitur. Untuk barang tetap (tak bergerak) penguasaan fisik atas barangnya 

tidak relevan untuk pemindahan hak milik, tetapi menentukan untuk itu adalah suatu 

perbuatan administratif (balik nama) maka yang perlu dicegah adalah perbuatan 

administratif yang memindahkan hak milik ini. 
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 Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu: 

1) Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata; 

2) Hipotik, yang diatur dalam 21 Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 

3) Credietverband, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah 

diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190; 

4) Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1996; 

5) Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 

1999. 
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2.3 JAMINAN FIDUSIA 

2.3.1 Latar Belakang Jaminan Fidusia 

  Lembaga jaminan fidusia di Indonesia bukan merupakan lembaga baru. Sudah 

sejak lama kita mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam Penjelasan 

Undang-undang Jaminan Fidusia diakui bahwa lembaga jaminan fidusia sudah 

digunakan sejak jaman penjajahan Belanda. Perbedaannya hanyalah, bahwa lembaga 

fidusia sebelum berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia, didasarkan pada 

yurisprudensi dan belum diatur dalam perundang-undangan secara lengkap dan 

komprehensif, sehingga belum menjamin kepastian hukum, sedangkan, yang sudah 

ada sekarang didasarkan pada Undang-undang Jaminan Fidusia dan diatur secara 

lengkap dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak. 

  Dasar yurisprudensi jaminan fidusia yang digunakan pada awalnya adalah dari 

Arrest H.R. yang kemudian terkenal dengan sebutan Bierbrouwerij arrest tanggal 25 

Januari 1929. 

  Peristiwanya adalah sebagai berikut : 

- NV Heineken’s Bierbrouwerij Mij, meminjamkan uang sebesar f.6000 
(enam ribu gulden) kepada Bos, pemilik kedai kopi, membuat perjanjian 
dengan Bos, bahwa Bos telah menjual dan menyerahkan kepada Heineken 
barang-barang inventaris dan kedai kopi tersebut. Barang-barang itu oleh 
Heineken dipinjamkan kepada Bos. Penyerahan dilakukan secara 
constitutum possesorium. Harga jual beli ditetapkan f.2000,-. Harga 
tersebut tak dapat ditagih, selama Bos belum melunasi utangnya kepada 
Heineken sejumlah f.6000, yang dimaksud diatas. Diperjanjikan bahwa 
setelah Bos melunasi utang f.6000 tersebut, ia akan berhak dan berwajib 
untuk membeli kembali barang inventaris tersebut dari Heineken dengan 
harga f.2000 (maksudnya adalah terang : f.2000 yang masih harus dibayar 
oleh Heineken kepada Bos kemudian akan dikompensir dengan harga 
f.21.000,- yang harus dibayar oleh Bos kepada Heineken pada saat bos 
membeli kembali barang-barang inventaris dari Heineken). Hak untuk 
membeli kembali tersebut gugur, apabila Heineken telah mengakhiri 
perjanjian pinjam pakai tersebut dan sebagai pemilik telah menjual 
barang-barang tersebut. Heineken hanya berwenang mengakhiri perjanjian 
pinjam pakai tersebut, apabila Bos lalai membayar utangnya yang 
berjumlah f.6000,- menurut ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam 
perjanjian utang, apabila ia dinyatakan pailit, atau apabila barang-barang 
tersebut atau sebagian dari barang-barang itu disita oleh pihak ketiga. 
Apabila Bos melunasi utangnya sejumlah f.6000,- setelah barang-barang 
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inventaris tersebut dijual oleh Heineken, maka Bos dari harga f.2000,- 
hanya dapat menuntut sejumlah yang sama dengan pendapatan penjualan 
barang-barang inventaris tersebut dipotong dengan biaya-biayanya.34

 
 
  Ketika Bos dinyatakan pailit, kurator kepailitan Bos ternyata telah menolak 

tuntutan Heineken untuk menyerahkan barang-barang inventaris tersebut kepada 

Heineken selaku pemiliknya. Karena tuntutan tersebut telah ditolak oleh kurator 

kepailitan Bos, maka Heineken mengajukan gugatan melawan kurator tersebut 

dengan meletakkan sita revindicatoir sebelumnya. 

  Selanjutnya pengadilan setelah kasus tersebut dengan tegas mengakui, bahwa 

penyerahan hak milik secara kepercayaan, merupakan peristiwa perdata/rechtstitel 

yang sah untuk mengalihkan hak milik, sekalipun Pasal 584 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata mensyaratkan adanya hubungan hukum yang bermaksud untuk 

memindahkan hak milik, seperti misalnya yang selama ini diakui jual beli, tukar 

menukar, hibah dan sebagainya. Dengan pendirian pengadilan tersebut di atas, berarti 

bahwa Penyerahan Hak Milik sebagai jaminan sekarang diakui sebagai title yang 

sama sahnya seperti jual beli dan lain-lain.  

  Lembaga Fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan 

dalam keputusan HGH. Tanggal 18 Agustus 1932 – dalam perkara antara B.P.M 

melawan Dignett – yang mengatakan bahwa Bab XX Buku II Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata memang mengatur tentang gadai, akan tetapi tidak menghalang-

halangi para pihak untuk mengadakan perjanjian yang lain daripada perjanjian gadai, 

bilamana perjanjian gadai tidak cocok untuk mengatur hubungan hukum antara 

mereka. Perjanjian Fidusia dianggap bersifat memberikan jaminan dan tidak 

dimaksudkan sebagai perjanjian gadai. Duduk perkaranya secara singkat adalah 

sebagai berikut : 

 

 

Pedio Clygnett – selanjutnya disebut : Clygnett – meminjam uang dari Btaafse 
Petrolium Maatschappy – selanjutnya disebut B.P.M. – dan sebagai jaminan 

34 Pj. Soepratignia, Pokok-pokok Hukum Perdata Hukum Benda Jilid 2, Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro 
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ia telah menyerahkan hak miliknya atas sebuah mobil; mobil tersebut tetap 
ada dalam penguasaan Clygnett, tetapi selanjutnya bukan sebagai pemilik 
tetapi sebagai peminjam pakai. Jadi ada penyerahan, secara constitutum 
possesorium. Dalam perjanjian disepakati bahwa pinjam pakai itu akan 
diakhiri antara lain, kalau Clygnett wanprestasi dan dalam hal demikian 
Clygnett wajib untuk menyerahkan mobil tersebut kepada B.P.M. ketika 
Clygnett benar-benar wanprestasi, maka pihak B.P.M mengakhiri perjanjian 
pinjam pakai tersebut di atas dan menuntut penyerahan mobil jaminan, yang 
ditolak oleh pihak Clygnett dengan mengemukakan sebagai alasan, bahwa 
mobil tersebut bukan milik B.P.M dan perjanjian yang ditutup antara mereka 
adalah perjanjian gadai. Karena mobil yang dijadikan jaminan tetap dibiarkan 
dalam penguasaan dirinya maka perjanjian gadai tersebut batal.35

  Ketika perkara tersebut sampai pada Hooggerechtshof Batavia, maka HGH 

menolak alasan Clygnett dan mengatakan bahwa Perjanjian Penjaminan itu adalah 

suatu penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang sah. Pernyataan 

HGH adalah sebagai berikut : 

 
 
 

36

- tidak benar bahwa barang bergerak hanya dapat dipergunakan untuk menjamin 

pembayaran sesuatu utang dengan mengadakan hak gadai atas barang tersebut; 

 

- diaturnya hak gadai dalam Bab XX Buku II Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata tidak berarti bab tersebut menghalang-halangi pembuatan perjanjian lain 

daripada gadai, apabila gadai ternyata tidak cocok untuk hubungan antara kreditur 

dan debitur; 

- pada perjanjian lain itu, untuk menjamin pembayaran utangnya, debitur boleh 

menyerahkan hak eigendomnya atas sesuatu barang bergerak kepada krediturnya 

dengan ketentuan, bahwa barang bergerak tersebut tetap berada di tangan debitur; 

- tidak benar bahwa para pihak bermaksud untuk mengadakan hak gadai; para 

pihak justru tidak menghendaki perjanjian gadai, karena dengan perjanjian gadai 

pemberi gadai harus menyerahkan barang gadai; 

35 Satrio J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti, 2001). 

 
36 Pj. Soepratignia, Pokok-pokok Hukum Perdata Benda Jilid 2, (Fakultas Hukum 

Diponegoro, 1994), hlm. 115. 
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- ketentuan undang-undang tentang hak gadai tidak memaksa kita untuk 

menyimpulkan, bahwa pengundang-undang menghendaki bahwa barang-barang 

bergerak yang berada di tangan debitur tidak dapat digunakan untuk menjamin 

sesuatu utang. 

  Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 

tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang untuk selanjutnya disebut UUJF maka 

pembuat undang-undang kita sudah memilih untuk mengatur fidusia dalam bentuk 

tertulis. Dikeluarkannya UUJF merupakan pengakuan resmi dari undang-undang akan 

lembaga jaminan fidusia, yang selama ini diperoleh pengakuannya melalui 

yurisprudensi. 

 

2.3.2 Pengertian Jaminan Fidusia  

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “Fides”, yang berarti 

kepercayaan, sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitur 

(pemberi kuasa) dan kreditur (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang 

berdasarkan kepercayaan.37

37 Gunawan Widjaya, dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 
2001), hlm. 113. 

  

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJF disebutkan pengertian tentang fidusia, 

yaitu: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang dialihkan 

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.” 

Istilah jaminan fidusia dikenal di dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yaitu :  

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 
maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan 
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap 
berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan 
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 
penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. 
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Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi hukum jaminan tersebut di atas 

adalah :38

1) Adanya hak jaminan; 

 

2) Adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang 

tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak 

dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah 

susun; 

3) Benda yang menjadi obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi 

fidusia; dan 

4) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur. 

 Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat 

hukum Romawi. Ada 2 (dua) bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia cum creditore dan 

fidusia cum amico. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae 

yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio. 

 

Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya fiducia cum creditare contracta 
yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, dikatakan bahwa 
debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur 
sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan 
mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya 
sudah dibayar lunas.39

38 H. Salim HS, Op. Cit., hlm. 57. 
 
39 Op. Cit., hlm. 114. 

 
 
 

 Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. 

Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu UUJF juga 

menggunakan istilah “fidusia”. Dengan demikian, istilah “fidusia” sudah merupakan 

istilah resmi dalam dunia hukum kita dan kadang-kadang dalam bahasa Indonesia 

untuk fidusia ini disamakan dengan arti “Penyerahan Hak Milik Secara 

Kepercayaan”. Dalam literatur Belanda, jaminan fidusia ini dikenal juga dalam 

istilah-istilah sebagai berikut : 
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(1) Zekerheids-eigendom (Hak Milik sebagai Jaminan) 

(2) Bezitloos Zekerheidsrecht (Jaminan Tanpa Menguasai) 

(3) Verruimd Pand Begrip (Gadai yang Diperluas) 

(4) Eigendom Overdracht tot Zekerheid (Penyerahan Hak Milik – Secara Jaminan) 

(5) Bezitloos Pand (Gadai tanpa Penguasaan) 

(6) Een Verkapt Pand Recht (Gadai Berselubung) 

(7) Uitbaouw dari Pand (Gadai yang Diperluas)40

Beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut: 

  

(1) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi hanya berfungsi sebagai 

pemegang jaminan sajs, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. 

(2) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada 

wanprestasi dari pihak debitur. 

(3) Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan 

kepada pihak pemberi fidusia. 

(4) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka 

sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia. 

Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang ini, 

haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

(1) Terdapat perjanjian yang bersifat zakelijk. 

(2) Adanya titel untuk suatu peralihan hak. 

(3) Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan 

benda. 

(4) Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara constitutum posessorium bagi 

benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara cessie untuk hutang piutang. 

Bila dicermati konstruksi hukum di atas merupakan ciri dari perjanjian 

fidusia, yaitu bahwa memang hakikat dari perjanjian fidusia merupakan perjanjian 

terhadap suatu benda (kebendaan), title peralihan hak sebagai syarat jelasnya 

perjanjian sekaligus menerjemahkan adanya hukum jaminan. Dalam perjanjian 

40 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok-pokok Hukum 
Jaminan dan Jaminan Perorangan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1977), hlm. 27. 
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fidusia tersebut, kewenangan menguasai benda, yang dimaksud adalah pelimpahan 

kewenangan untuk menguasai benda jaminan, tetapi hal ini perlu digarisbawahi, 

kewenangan menguasai tidaklah boleh sama dengan kehendak menguasai, karena 

kehendak menguasai merupakan bagian yang dilarang dalam perjanjian fidusia, 

pelimpahan kewenangan lebih merupakan bagian dari tanggung jawab  jawab yang 

diberikan pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk menyelesaikan pinjamannya 

dengan cara menjual benda jaminan, penyerahan yang dimaksud lebih bersifat 

simbolis seperti penyerahan secara constitutum posessorium bagi benda bergerak 

yang berwujud, atau dengan cara cessie untuk hutang piutang. 

Terhadap penyerahan secara constitutum posessorium, perlu diketahui bahwa 

dikenal juga beberapa bentuk penyerahan secara tidak nyata, yaitu: 

 

- traditio brevi manu, yaitu suatu bentuk penyerahan di mana barang yang 
akan diserahkan karena sesuatu hal sudah berada dalam penguasaan pihak 
yang akan menerima penyerahan, misalnya penyerahan dalam sewa-beli. 
Pihak penyewa-beli karena perjanjian sewa-beli itu sudah menguasai 
barangnya sedangkan pemilikannya tetap pada pihak penjual, apabila 
harga sewa-beli, itu sudah dibayar lunas maka barulah pihak penjual 
menyerahkan (secara tradition brevi manu) barangnya kepada penyewa-
beli dan kemudian menjadi miliknya.  

- traditio longa manu, yaitu suatu bentuk penyerahan di mana barang yang 
akan diserahkan berada dalam penguasaan pihak ketiga. Misalnya, A 
membeli sebuah mobil dari B dengan syarat bahwa mobilnya diserahkan 
seminggu setelah perjanjian jual-beli itu dibuat. Sebelum jangka waktu 
satu minggu itu lewat A menjual lagi mobil itu kepada C sedang B 
diberitahu oleh A agar mobil itu nanti diserahkan kepada C saja. Bentuk 
jual beli yang demikian sudah biasa dilakukan bagi dunia usaha, maka 
dibentuklah perjanjian jaminan fidusia.41

 
 

2.3.3 Asas-asas Hukum Jaminan Fidusia 

 Pada Undang-undang Jaminan Fidusia, pembentuk undang-undang tidak 

mencantumkan dengan tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi dasar 

dari pembentukan norma hukumnya. Oleh karena itu, sesuai dengan teori dari asas 

41 Mr. W.M. Klyn, Ikhtisar Hukum Benda Belanda, Suatu Karangan dalam Compedum 
Hukum Belanda—Graavenhage, (Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Belanda 1978, hlm. 31. 
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hukum tersebut di atas, maka asas hukum jaminan fidusia dapat ditemukan dengan 

mencarinya dalam pasal-pasal dari Undang-undang Jaminan Fidusia.42

1) Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang 

diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Asas ini dapat ditemukan dalam 

Pasal 1 angka 2 UUJF. 

 Asas-asas 

hukum jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia adalah : 

2) Asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dalam ilmu 

hukum, asas ini disebut dengan “droit de suite atau zaaksgevolg”. 

3) Asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim 

disebut asas asesoritas (Pasal 4 UUJF). 

4) Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan 

ada (Pasal 7 UUJF). 

5) Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan 

ada (Pasal 9 UUJF). 

6) Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah 

yang terdapat di atas tanah milik orang lain. 

7) Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek 

dan objek jaminan fidusia. Dalam ilmu hukum disebut asas spesialitas atau 

pertelaan (Pasal 6 UUJF). 

8) Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki 

kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. 

9) Asas bahwa jaminan fidusia harus didaftar ke kantor pendaftaran fidusia. 

Dalam ilmu hukum disebut asas publikasi (Pasal 12 UUJF).  

10) Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki 

oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan (Pasal 

1 ayat (3) dan Pasal 33 UUJF). Dalam ilmu hukum disebut asas pendakuan. 

42 H. Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan, (Bandun: 
PT Alumni, 2006), hlm. 159. 
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11) Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur 

penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia 

daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian (Pasal 28 UUJF). 

12) Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan 

harus mempunyai iktikad baik. 

13) Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi (Pasal 15 UUJF). 

 

2.3.4 Sifat Jaminan Fidusia 

  Dalam UUJF secara tegas menyatakan jaminan fidusia adalah agunan atas 

kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak 

ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia, hal ini 

dapat disimpulkan dari Pasal 27 ayat 3 UUJF. 

  Pada Pasal 4 UUJF disebutkan bahwa: Jaminan Fidusia merupakan perjanjian 

ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak 

untuk memenuhi prestasi. Jadi disebut dengan tegas bahwa jaminan fidusia 

merupakan perjanjian ikutan atau perjanjian accessoir dari suatu perjanjian pokok. 

Sebagai suatu perjanjian accessoir, perjanjian Jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai 

berikut : 43

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok. 

 

2. Keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok. 
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang 

diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi. 
 
2.3.5 Ruang Lingkup, Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia 

Ruang lingkup jaminan fidusia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 UUJF 

yang menegaskan bahwa, Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang 

bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Sedangkan Pasal 3 

menegaskan bahwa, Undang-undang ini tidak berlaku terhadap : a. Hak tanggungan 

yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-

43 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. Cit., hal. 131. 
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undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib 

didaftar, b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua 

puluh) M3 atau lebih, c. Hipotek atas pesawat terbang, dan d. Gadai. 

Membicarakan ruang lingkup jaminan fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 2 

di atas berarti membicarakan benda yang dapat dibebani jaminan fidusia. Pengertian 

benda seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 1 butir 4 adalah, segala sesuatu yang 

dapat dimiliki dan dialihkan, baik yan berwujud maupun yang tidak bergerak yang 

tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.. 

Jika kita memperhatikan ketentuan Pasal 9 UUJF, ditegaskan bahwa, jaminan 

fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk 

piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh 

kemudian. Ketentuan Pasal ini menegaskan bahwa selain benda sebagaimana 

ditentukan Pasal 1 butir 4, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah termasuk 

piutang. Jadi seseorang yang mempunyai hak untuk menerima pembayaran dari orang 

lain, dapat mengagunkan haknya tersebut sebagai pelunasan atas perikatan utang 

piutang (perjanjian kredit) yang dibuatnya dengan pihak kreditor. Hal ini yang 

membuat lembaga jaminan fidusia dapat menggantikan FEO dan cessie jaminan atas 

piutang-piutang (zekerheidscessie van schuldvorderingen, fiduciary assignment of 

receivables) yang dalam praktek pemberian kredit banyak digunakan. 

Selanjutnya ketentuan Pasal 9 UUJF mengatur bahwa selain benda yang 

sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, juga benda termasuk piutang 

yang diperoleh kemudian dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Ini berarti benda 

dan piutang tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat 

benda dan piutang dimaksud menjadi milik pemberi fidusia. Berkenaan dengan 

pembebanan jaminan fidusia atas benda yang termasuk piutang yang diperoleh 

kemudian itu, Pasal 9 ayat (2) menetapkan bahwa tidak perlu dilakukan dengan 

perjanjian jaminan tersendiri. Hal ini dimungkinkan karena dilakukan konstruksi 

hukum pengalihan hak kepemilikan sekarang untuk nantinya (nu voor alsdan) 

terhadap benda dan piutang tersebut. Menurut Fred B.G. Tumbuan, konstruksi hukum 
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ini akan sangat membantu dan menunjang pembiayaan pengadaan pembelian 

persediaan (stock) bahan baku, bahan penolong dan barang jadi. 44

1) jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia,  

 

 Mengenai objek jaminan fidusia ini selanjutnya dapat kita lihat ketentuan 

Pasal 10 Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi, Kecuali 

diperjanjikan lain:  

2) jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia diasuransikan. Ketentuan ini rupanya juga terdapat 

dalam Pasal 11 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan 

Dengan Tanah dan Pasal 297 KUH Dagang berkaitan dengan hipotik. 

Objek jaminan fidusia sebagai yang disimpulkan dari Pasal 1 sub 2 UUJF dan 

sebagai yang ditentukan dalam Pasal 1 sub 4 dan Pasal 3 UUJF, mendapat 

penjabarannya lebih lanjut dalam Pasal 9 UUJF yang mengatakan, bahwa: Jaminan 

fidusia dapat diberikan terhadap 1 (satu) atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk 

piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh 

kemudian. 

Dari ketentuan tersebut, objek jaminan fidusia bisa 1 (satu) benda tertentu 

atau lebih. Benda jaminan itu bisa merupakan benda yang tertentu atau disebutkan 

berdasarkan jenis. Selanjutnya objek jaminan fidusia meliputi, benda berwujud 

maupun benda yang tidak berwujud, yaitu piutang/tagihan dan tagihan itu meliputi 

baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Berbicara tentang tagihan yang akan ada 

mengingatkan kepada akan permasalahan gadai atas tagihan atas nama, yang dalam 

prakteknya dilaksanakan dengan cara cessie, tagihan yang bersangkutan kepada 

kreditur. 

Karena cessie merupakan penyerahan tagihan atas nama, agar dengan itu 

tagihan menjadi hak dari kreditor/cessionaris, maka fidusia tagihan mempunyai 

persamaan dengan cessie tagihan. Kedua-duanya merupakan penyerahan hak milik 

44 Sukanti Hutagalung, Op.Cit, hal. 687. 
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yang hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja. Oleh karenanya di sini berlaku juga 

apa yang sudah dibahas di depan mengenai cessie sebagai jaminan.45

 Menurut J. Satrio, asas persamaan antara sesama kreditor (Pasal 1132 Kitab 

Ungan-undang Hukum Perdata) disimpangi, baik oleh Undang-Undang sendiri 

(prevelege) maupun oleh perjanjian antara kreditor dan debitor (gadai, hipotik, di luar 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata : hak tanggungan dan fidusia).

 

Untuk menghindarkan kesulitan dan keruwetan di kemudian hari, dalam Pasal 

10 Undang-Undang Fidusia sudah ditetapkan, bahwa jaminan fidusia meliputi semua 

hasil dari benda jaminan fidusia dan klaim asuransi. 

Karena tidak ada satu pun ketentuan dalam UUJF, yang mengatakan, bahwa 

fidusia yang tida didaftarkan adalah tidak sah, maka ketentuan tersebut di atas 

ditafsirkan, bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UUJF maka haruslah 

dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. 

Dalam perjanjian antara kreditor dengan debitor dapat ditentukan bahwa atas 

barang-barang tersebut, kreditor dapat mengambil pelunasan lebih dahulu daripada 

kreditor lain (demikian itu intinya perjanjian gadai, hipotik, hak tanggungan dan 

fidusia). 

46

- Kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas 

tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu 

milik debitor dan/atau 

 

Hak jaminan kebendaan adalah hak-hak kreditor untuk didahulukan dalam 

pengambilan pelunasan daripada kreditor-kreditor lain, atas hasil penjualan suatu 

benda tertentu atau sekelompok benda tertentu, yang secara khusus diperikatkan. 

Tampak sekali dalam perumusan tersebut di atas, demikian pula jelas sekali disebut, 

bahwa hak preferen tersebut tertuju pada hasil eksekusi/hasil penjualan paksa di 

muka umum dengan konsekuensinya, masalah prefensi baru tampak di dalam suatu 

eksekusi. Hak jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang 

kreditor kedudukan yang lebih baik, karena:  

45 J. Satrio, Op.Cit, hlm. 45. 
 

 46 Ibid, hal. 13. 
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- Ada benda tertentu  milik debitor yang dipegang oleh kreditor atau terikat kepada 

hak kreditor, yang berharga bagi debitor dan dapat memberikan suatu tekanan 

psikologis terhadap kreditor. Di sini adanya semacam tekanan psikologis kepada 

debitor untuk melunasi hutang-hutangnya adalah karena benda yang dipakai 

sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya. Sifat 

manusia untuk berusaha mempertahankan apa yang berharga dan telah dianggap 

atau diakui telah menjadi miliknya, menjadi dasar hukum jaminan. 

Menurut J. Satrio, hak jaminan kebendaan, sesuai dengan sifat-sifat hak 

kebendaan, memberikan warna tertentu yang khas, yaitu : 

1. Mempunyai hubungan langsung dengan/atas benda tertentu milik debitor 

2. Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja (semua orang) 

3. Mempunyai sifat droit de suite, artinya hak tersebut mengikuti bendanya di 

tangan siapapun berada 

4. Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi 

5. Dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada orang lain.47

Atas dasar ciri-ciri tersebut, maka benda jaminan, pada hak jaminan 

kebendaan, harus benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (ekonomis). 

Sedangkan hak jaminan perorangan adalah hak yang memberikan kepada kreditor 

suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitor yang 

dapat ditagih. Adapun maksud perkataan lebih baik di atas adalah lebih baik daripada 

kreditor yang tidak mempunyai hak jaminan (khusus), atau lebih baik dari jaminan 

umum. Adanya lebih dari seorang debitor, bisa karena ada debitor serta 

tanggungmenanggung atau karena adanya orang pihak ketiga yang mengikatkan 

dirinya sebagai borg. 

Hak jaminan tampak sekali mempunyai arti penting, kalau kekayaan yang 

dimiliki debitur tidak mencukupi guna melunasi semua hutangnya, atau dengan 

perkataan lain kalau pasivanya melebihi aktivanya. Kalau kekayaan debitor cukup 

untuk menutupi semua hutangnya, maka berdasarkan Pasal 1131 semua kreditor akan 

 

47 Ibid. 
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menerima pelunasan, karena pada prinsipnya semua kekayaan debitor dapat diambil 

untuk pelunasan hutang. Paling-paling dalam hal seperti itu ada kreditor yang lebih 

mudah dalam mengambil pelunasannya, tetapi semuanya mempunyai kesempatan 

untuk terpenuhi. 

Lagi pula masalah hak-hak jaminan baru muncul kalau ada lebih dari seorang 

kreditor yang melaksanakan eksekusi. Kalau hanya ada seorang kreditor saja, maka ia 

dapat dengan tenang mulai dengan melaksanakan eksekusi atas barang yang kesatu, 

kemudian barang yang kedua, ketiga dan selanjutnya sampai piutangnya terlunasi 

semua atau barang debitor habis terjual. 

Kalau ada lebih dari 1 (satu) orang kreditor, sebab kreditor yang lain dapat 

melawan (verzetten) terhadap pengambilan uang hasil penjualan (Pasal 461 R.v) atau 

kreditor yang lain tersebut juga dapat meminta putusan hakim, agar ia pun diberikan 

wewenang untuk melaksanakan eksekusi atas harta kekayaan debitor dan dengan 

keputusan hakim dapat turut menikmati hasil penjualan yang dilakukan atas inisiatif 

kreditor pertama (Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203, dan Pasal 204 HIR). Adanya 

kreditor lain yang turut menuntut eksekusi dapat mengakibatkan hakim membuat 

suatu daftar piutang dan menentukan urutan-urutan tingkat kreditor (rangregeling) 

untuk pembagian hasil penjualan (Pasal 204 HIR, Pasal 484, Pasal 485 dan Pasal 486 

R.v). 

Mengacu pada pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1992 maka jika membicarakan mengenai subjek jaminan fidusia 

kita harus melihat pengertian dari pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi 

fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau 

korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan 

fidusia. 

Pihak pemberi fidusia dalam praktik pemberian kredit tidak selalu bertindak 

selaku debitor artinya antara pemberi fidusia dengan pihak debitor berlainan. Disini 

terjadi satu pihak menyerahkan benda yang dimilikinya untuk menjamin pihak 

lainnya dalam perikatan utang-piutang yang dibuat oleh pihak lain tersebut. 
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Sebaliknya penerima fidusia akan selalu bertindak selaku kreditor dalam 

hubungan perikatan utang piutang yang dibuat. Pasal 8 UUJF dengan tegas 

mengatakan, bahwa fidusia bisa diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang penerima 

fidusia. Maksudnya adalah, bahwa benda jaminan fidusia yang sama diberikan 

sebagai jaminan kepada lebih dari 1 (satu) orang kreditor. Karena penerima fidusia 

adalah kreditor yang mempunyai piutang (Pasal 1 sub 6 UUJF), maka dapat 

dikatakan, bahwa fidusia dapat dipakai untuk menjamin lebih dari 1 (satu) orang 

kreditor. 

Menurut J. Satrio, kalau penjaminan kepada lebih dari satu kreditor 

dituangkan dalam 1 (satu) akta penjaminan, tidak ada masalah, tetapi kalau hal itu 

dituangkan dalam lebih dari 1 (satu) akta penjaminan, maka kita akan terbentur 

kepada Pasal 17 UUJF. 

 Dari penjelasan atas Pasal 8 UUJF, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

oleh Pasal 8 UUJF adalah penjaminan yang dituangkan dalam 1 (satu) akta 

penjaminan. Hal itu disimpulkan dari kata-kata kredit konsortium. Bahwa jaminan itu 

bisa diberikan juga kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia kiranya tidak perlu 

disebut. Yang mana kuasa dan wakil bertindak untuk dan atas nama prinsipal/yang 

diwakili. Yang penting adalah kuasa/wakil itu memenuhi semua syarat hukum untuk 

bertindak sebagai kuasa/wakil. 

Dengan adanya daftar urut-urutan tingkatan kreditor untuk pembagian hasil 

penjualan, maka kedudukan para kreditor diatur menurut kedudukan hukum hak 

tagihan mereka. Piutang yang didahulukan (tagihan yang prefrent) mendapat 

pelunasan lebih dahulu dari hasil eksekusi, sedang sisanya untuk para kreditor 

konkuren, yang berarti bahwa kalau sisanya tidak mencukupi, para kreditor konkuren 

tidak akan mendapatkan pelunasan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Diantara 

kreditor preferent juga diatur tingkatannya antara sesama kreditor preferent berlaku 

pembagian pond.s-pond.s (Pasal 1136 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).48

48 Ibid. 

 

 

Tinjauan yuridis..., Maharani Oktora, FH UI, 2012



Adanya tingkat-tingkatan kreditor yang merupakan perkecualian atas asas 

persamaan di antara para kreditor, yang terkenal dengan sebutan paritas creditorium 

(Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) di mana kreditor yang 1 (satu) 

dianggap berkedudukan lebih tinggi dari yang lain, merupakan gejala umum yang 

terdapat dalam banyak sistem hukum. 

Pasal 2 UUJF memberikan batas ruang lingkup berlakunya UUJF yaitu 

berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan 

jaminan fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3 

UUJF. 

Dari definisi fidusia yang diberikan UUJF dapat kita katakan bahwa dalam 

Jaminan Fidusia itu terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas 

dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap 

dalam penguasaan pemilik benda. Namun demikian pengalihan hak kepemilikan atas 

suatu benda tidak dapat dipersamakan dengan pengalihan hak kepemilikan seperti 

yang diatur dalam Pasal 584 jo. Pasal 612 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata. Dalam Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa : 

 

“hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, 
melainkan dengan pengakuan (kepemilikan), karena perlekatan, karena 
daluwarsa, karena perwarisan-perwarisan, baik menurut undang-undang, 
maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukkan atau penyerahan 
berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, 
dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.49

“penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan 
dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama 

 
 
 
 
 

Sedangkan bunyi Pasal 612 ayat (2) adalah sebagai berikut :  

 

49 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook), diterjemahkan oleh Subekti 
dan Tjitrosudibio, Cetakan 20, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Ps. 584. 
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pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana 
kebendaan itu berada. 50

2.3.6 Pembebanan Jaminan Fidusia 

 
 

 Dalam jaminan fidusia pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-

mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh 

penerima fidusia. Ini merupakan inti dari pengertian jaminan fidusia yang dimaksud 

Pasal 33 UUJF yang menyatakan bahwa :  

“setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk 

memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, akan 

batal demi hukum.”  

Sebelum lahirnya UUJF telah ada Yurisprudensi yang sejalan dengan Pasal 33 

tersebut di atas antara lain Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1500/K/Sip/1978 

yang mengadili perkara Bank Negara Indonesia melawan Fa. Megaria yang 

menetapkan bahwa kedudukan kreditur pemegang fidusia bukan sebagai pemilik 

seperti halnya dalam jual beli.  Ini berarti penyerahan hak milik kepada kreditor dalam 

fidusia bukanlah suatu penyerahan hak milik dalam arti sesungguhnya seperti halnya 

dalam jual beli, sehingga kewenangan kreditor hanyalah setaraf dengan kewenangan 

yang dimiliki seseorang yang berhak atas barang-barang jaminan. 

 

  Menurut Pasal 5 angka 10 UUJF pembebanan kebendaan dengan jaminan 

fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta 

jaminan fidusia tersebut dicantumkan hari dan tanggal juga waktu (jam) pembuatan 

akta tersebut.51

1. Identitas pemberi dan penerima fidusia 

  

  Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat : 

2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia 

3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

50 Ibid., Pasal 612 ayat (1). 
 
51 Ibid, Ps. 5 angka (10). 
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4. Nilai penjaminan 

5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta 

notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna 

tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta para ahli warisnya 

atau para pengganti haknya. Itulah sebabnya UUJF menetapkan perjanjian fidusia 

harus dibuat dengan akta notaris. Apabila mengingat benda objek jaminan fidusia 

pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar. 

Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa : 

1. Utang yang telah ada 

2. Utang yang akan timbul 

3. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditemukan jumlah berdasarkan 

perjanjian pokok. 

Di dalam Pasal 8 UUJF dinyatakan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan 

kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada Kuasa Wakil dari penerima 

fidusia tersebut, sedangkan di Pasal 9 UUJF juga ditetapkan bahwa jaminan fidusia 

dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang 

baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.52

1. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, 

yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia. 

 

Khususnya mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi objek 

jaminan fidusia, Pasal 10 UUJF menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain : 

2. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia diasuransikan. 

 

2.3.7 Pendaftaran Fidusia 

UUJF sebagai yang disebutkan dalam bagian Menimbang sub c bertujuan 

untuk memberikan suatu pengaturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada, dan 

sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak 

52 Ibid, Ps. 8 dan 9 
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yang berkepentingan. Dalam penjelasan atas UUJF selain hendak menampung 

kebutuhan di dalam yang selama ini ada juga hendak memberikan kepastian hokum 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  

Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka UUJF 

mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan 

memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada 

pihak ketiga. Beberapa asas yang dianut dalam UUJF adalah :53

2.3.7.1 Permohonan pendaftaran fidusia  

 asas kepastian 

hukum, asas publisitas, asas perlindungan yang seimbang, asas menampung 

kebutuhan praktek, asas tertulis otentik dan asas pemberian kedudukan yang kuat 

kepada kreditor.  

Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam pasal 11 UUJF. 

Dengan adanya pendaftaran tersebut, UUJF memenuhi asas publisitas yang 

merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut 

dibuat dengan tujuan bahwa benda yang, dijadikan obyek benar-benar merupakan 

barang kepunyaan debitor atau pemberi fidusia sehingga kalau ada pihak lain yang 

hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman 

tersebut. 

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia 

dilingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dimana untuk 

pertama kalinya, kantor tersebut didirikan dengan wilayah kerja mencakup seluruh 

wilayah negara RI. Hal- hal terkait dengan pendaftaran : 

Dilakukan Penerima fidusia sendiri atau kuasanya atau wakilnya di Kantor 

Pendaftaran Fidusia yang memuat: 

a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama 

lengkap; agama; tempat tinggal; tempat kedudukan; tempat dan tanggal lahir; 

jenis kelamin; status perkawinan, pekerjaan. 

53  Satrio J., Loc. Cit. 
 

Tinjauan yuridis..., Maharani Oktora, FH UI, 2012



b. Tanggal dan nomor akta. jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notars 

yang membuat akta jaminan fidusia. 

c. Data perjanjian pokok. 

d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. 

e. Nilai penjaminan. 

f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. 

 

2.3.7.2 Kantor Pendaftaran Fidusia, bertugas : 

a. Mengecek data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran dan tidak 

melakukan penilaian kebenaran data yang tercantum dalam pernyataan 

pendaftaran fiducia. 

b. Mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama 

dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. 

c. Menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima 

fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan. 

 

2.3.7.3 Pendaftaran perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia 

a. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan 

tersebut kepada kantor pendaftaran fiducia dengan melampirkan pemyataan 

perubahan pendaftaran yang memuat hal-hal yang diubah. 

b. Kantor pendaftaran wajib mencatat perubahan dalam daftar fiducia tanggal 

yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan bahan, serta menerbitkan 

pemyataan perubahan yang merupakan yang tidak terpisahkan dari sertifikat 

jaminan fidusia. 

 

2.3.7.4 Tujuan pendaftaran 

  Tujuan dari pendaftaran adalah memberikan kepastian hukum kepada 

penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. 

Segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terbuka 

untuk umum. Kecuali terhadap barang persediaan, melalui sistem pendaftaran ini 
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diatur ciri-ciri yang sempuma dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat 

sebagai hak kebendaan (right in reni) yang ang asas droit de suite. 

 

2.3.7.5 Tempat Pendaftaran 

  Dalam Penjelasan Pasal 11 UUJF disebutkan bahwa pendaftaran jaminan 

fidusia dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dalam hal ini adalah 

dilakukan pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 

RI yang ada di setiap Propinsi, yang menjadi permasalahan adalah bagi pemberi 

fidusia yang kedudukannya. jauh dari ibukota propinsi, hal tersebut akan menjadi 

permasalahan dalam pengecekan yang harus dilakukan oleh pihak ketiga yang 

beritikad baik. 

 

2.3.7.6 Kewajiban Pendaftaran 

  Untuk pertama. sekali dalam sejarah hukum Indonesia, adanya kewajiban 

untuk mendaftarkan fidusia ke instansi vang berwenang. Kewajiban tersebut 

bersumber dan Pasal 11 dari UUJF. Pendaftaran fidusia. dilakukan pada Kantor 

Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia. Pendaftaran 

fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut : 

(1) Benda Objek Jaminan Fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal 11 ayat (l)). 

(2) Benda Objek jaminan Fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 ayat (2)). 

(3) Terhadap perubahan isi Sertifikat jaminan Fidusia. (Pasal 16 ayat (1)). 

Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu 

diberitahukan kepada para pihak. 

 

 

3.3.7.7 Maksud dan Tujuan Pendaftaran  

  Maksud pendaftaran, baik itu pendaftaran benda, hipotik maupun hak 

tanggungan dengan memperhitungkan asas publisitas yang biasanya dianut dalam 

pelaksanaan pendaftaran adalah agar pihak ketiga mempunyai kesempatan untuk 

tahu kalau mengenai pendaftaran benda, ciri benda yang didaftar dan kalau 
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mengenai hipotik dan hak tanggungan, bahwa benda-benda tententu terikat 

sebagai jaminan untuk keuntungan kreditur tertentu, untuk suatu jumlah tertentu, 

dengan janji-janji tertentu. Sudah bisa diduga, bahwa pendaftaran dimaksudkan 

agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Dengan pendaftaran, maka pihak 

ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada benda yang bersangkutan dan 

adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri yang disebutkan di sana, dan dalam hal 

pihak ketiga lalai untuk memperhatikan/mengontrol register/daftar, maka ia 

dengan tidak bisa mengharapkan adanya perlindungan berdasarkan itikad baik 

harus memikul risiko kerugian. 

  Namun, sehubungan. dengan adanya KPF hanya terbatas di kota-kota besar-

nya dan hal itu membawa konsekuensi pada biaya yang harus uarkan untuk 

pendaftaran dan checking daftar menjadi pertanyaan, apakah prinsip seperti itu 

bisa patut diterapkan pada fidusia? Apakah bisa patut diharapkan, bahwa orang 

yang hendak mengoper suatu benda tidak-atas-nama, akan mengadakan checking 

lebih dahulu ke KPF – yang mungkin letaknya cukup jauh sebelum menutup 

transaksi mengenai benda itu ? ini membawa konsekuensi yang cukup besar 

terhadap pihak-ketiga termasuk pemegang gadai yang beritikad baik.  

 

2.3.7.8 Pendaftaran Fidusia  

  Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 11 UUJF, maka diadakanlah Pendaftaran 

jaminan fidusia, yang menyediakan suatu register, yang berfungsi untuk 

menampung pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 12 ayat (1)). 

  Pasal 12 sub 2 dan sub 4 dapat kita simpulkan, bahwa menurut rencana 

Kantor-kantor Pendaftaran seperti itu akan diadakan di berbagai tempat. Namun, 

untuk pertama kalinya kantor pendaftaran fidusia baru akan diadakan di Jakarta, 

yang untuk sementara sebelum ada kantor-kantor yang lain wilayah kerjanya 

meliputi seluruh wilayah Indonesia. Bahwa nantinya akan diadakan kantor 

pendaftaran di tempat lain juga, kiranya adalah patut sekali ditinjau dan sudut 

jarak maupun biaya. Salah satu adalah masalah biaya dan berat ringannya biaya 

sedikit banyak bergantung dan besar nilai jaminan. Biaya yang sama, untuk 
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jaminan yang nilainya kecil akan dirasakan lebih berat daripada jaminan yang 

besar.  

  Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berada di bawah Departemen Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia RI (Pasal 11 sub 51 ayat (3)). Suatu hal penting yang 

disebutkan dalam penjelasan atas Pasal 11 yang tidak diatur dalam Pasal 11 itu 

sendiri adalah bahwa pendaftaran dilakukan di tempat kedudukan pemberi-

fidusia. 

  Kata tempat kedudukan menarik perhatian kita, sebab sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 1 sub 5 Undang-undang Fidusia - pemberi fidusia bisa 

perseorangan maupun korporasi, padahal sebutan tempat kedudukan biasanya 

tertuju kepada suatu perseroan/perkumpulan, sedang untuk orang perorangan 

digunakan istilah "tempat tinggal/kediaman” suatu "domisili". Menjadi 

pertanyaan, apakah dengan demikian penjelasan atas Pasal 11 berlaku untuk 

korporasi saja ? karena tidak ada dasar atau petunjuk mendukung pendirian 

seperti tersebut di atas, maka kita kiranya boleh menyimpulkan, bahwa 

pendaftaran fidusia dilakukan di kantor Pendaftaran fidusia yang wilayah 

kerjanya meliputi domisili/tempat kedudukan dari fidusia.  

  Ketentuan ini baru penting kalau nanti temyata diadakan kantor-kantor 

pendaftaran di luar yang disebutkan dalam Pasal 12 sub 2. Tidak dijelaskan alasan 

mengapa dipilih domisili dan pemberi-fidusia sebagai patokan, padahal benda 

jaminan fidusia bisa berupa benda tetap (Pasal 1 sub 2 UUJF) dan pada umumnya 

kalau menyangkut benda. tetap, semua permasalahan yang menyangkut benda 

tetap berpegang kepada tempat di mana benda tetap itu berada.    

  Mungkin menurut pertimbangan pembuat undang-undang, dengan penetapan 

seperti itu, biaya pendaftaran akan relatif lebih murah dan secara tidak langsung 

menguntungkan debitor/pemberi-fidusia. Perlu diingat, bahwa sekalipun 

permohonan pendaftaran dilakukan oleh kreditor penerima fidusia, tetapi sudah 

bisa bahwa biaya itu akan diperjanjikan menjadi beban pemberi-fidusia. 

Bukankah dalam prakteknya para kreditor biasa memperjanjikan, bahwa biaya-
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biaya yang berhubungan dengan pengikatan jaminan ditanggung oleh 

debitor/pemberi jaminan. 

  Namun demikian, domisili tersebut di atas jangan dikacaukan dengan domisili 

pilihan yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian pemberian jaminan yang 

diadakan untuk mengantisipasi kemungkinan permasalahan di kemudian. hari 

timbul, sehubungan dengan perjanjian pemberian jaminan fidusia. Domisili yang 

disebutkan di atas hanya mengenai tempat di mana pendaftaran jaminan fidusia 

dilakukan, karena di dalam UUJF tidak ada ketentuan umum yang bersifat 

memaksa, yang mengatur tentang domisili perjanjian pemberian jaminan fidusia, 

maka berlakulah ketentuan umum mengenai domisili dan dalam akta notaris 

biasanya disebutkan domisili pilihan untuk perjanjian yang bersangkutan dan 

semua akibat yang timbul daripadanya. 

  Berdasarkan maksud dan tujuan pendaftaran maka Kantor Pendaftaran Fidusia 

memiliki fungsi dan tugas untuk menerima permohonan pendaftaran jaminan 

fidusia, mengumumkan menerbitkan dan menyerahkan jaminan fidusia kepada 

penerima fidusia. 

 

2.3.8 Pengalihan Jaminan Fidusia 

Sifat assesoir jaminan fidusia sebagai yang disebut dalam Pasal 4 UUJF lebih 

lanjut dijabarkan dalam Pasal 19 UUJF, yang mengatakan bahwa: 

1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan 

beralihnya demi hukum segala hak dari kewajiban penerima fidusia kepada 

kreditur baru. 

2) Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan 

oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. 

Kata “pengalihan hak atas piutang” dalam Pasal 19 ayat (1) UUJF 

mengajarkan kepada kita, bahwa tindakan “mengalihkan“ merupakan tindakan aktif 

dan memang dikehendaki. 

Dalam kaitannya dengan tindakan “pengalihan”, pada dasarnya suatu tagihan 

dapat saja dialihkan kepada orang lain hal itu dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 
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613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengalihan suatu tagihan bahkan bisa 

tanpa persetujuan debitur.54

2.3.9 Hapusnya Jaminan Fidusia  

 Pengalihan tagihan itu juga bisa menjadi buntut dari 

perjanjian obligatoir tertentu. Pengalihan suatu tagihan tersebut haruslah dibuat 

dengan suatu akta yang disebut akta cessie, baik notariil ataupun di bawah tangan. 

Dalam Pasal 19 ayat (1) UUJF disebutkan bahwa kalau terjadi pengalihan hak 

tagihan yang dijamin dengan fidusia, maka segala hak dan kewajiban penerima 

fidusia berdasarkan akta pemberian jaminan fidusia beralih kepada kreditur baru dan 

sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 UUJF oleh Pasal 19 ayat (2) ditentukan 

bahwa hal itu oleh kreditur baru harus dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. 

Dari ketentuan Pasal 19 UUJF tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk 

laporan dan permohonan perubahan daftar, kerja sama kreditur lama maupun debitur 

tidak diperlukan. Sudah tentu kreditur baru harus bisa memberikan bukti yang 

meyakinkan pejabat pendaftar fidusia bahwa perjanjian pokok/tagihan yang 

dijaminkan dengan fidusia yang bersangkutan, memang telah beralih kepada kreditur 

baru. Oleh sebab itu, menurut penulis diperlukan adanya pernyataan dari debitur 

bahwa debitur telah mengetahui adanya jaminan tersebut, yang akan digunakan 

sebagai bukti. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka pembayaran debitur kepada 

kreditur lama adalah menjadi tidak sah. 

 

 Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya 

lagi jaminan fidusia. Ada 3 (tiga) sebab hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana yang 

diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) UUJF, yaitu : 

(1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud dengan hapusnya 

utang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa 

keterangan yang dibuat kreditor; 

(2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; 

(3) Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Musnahnya benda 

jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. 

54 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op.cit., Ps. 613 ayat 1, 3, 4. 
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Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, menjadi 

kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya untuk memberitahukan secara 

tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang 

disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling 

lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan 

dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia (Pasal 8 

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan 

Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia). Dengan diterimanya surat 

pemberitahuan tersebut, maka ada 2 (dua) hal yang dilakukan oleh Kantor 

Pendaftaran Fidusia, yaitu : 55

(1) Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar 

fidusia; dan 

 

(2) Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku 

daftar fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang 

menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi”. 

 

2.3.10 Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia 

 Di dalam Pasal 29 UUJF, menyebutkan bahwa ada 3 cara eksekusi benda 

jaminan fidusia adalah sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, maksudnya yaitu tulisan 

yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar 

untuk penyitaan dan lelang sita (executorial verkoop) tanpa perantaraan hakim; 

b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima 

fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 

dari hasil penjualan; dan 

c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan 

penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi 

yang menguntungkan para pihak. 

55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000, Ps 9.  
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 Dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, berdasarkan pada ketentuan 

Pasal 14 dan 15 UUJF bahwa perjanjian penjaminan secara fidusia yang di dalamnya 

memiliki kekuatan hukum eksekutorial (titel eksekutorial) yang mana dicantumkan 

kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA”, yang maksudnya adalah kekuatan eksekutorial adalah eksekusi dapat langsung 

dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak 

untuk melaksanakan putusan tersebut. 

 Selanjutnya dalam hal menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan 

fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Terdapat dalam Pasal 30 

UUJF. Adapun ketentuan Pasal 30 tersebut menyebutkan : “Pemberi Fidusia wajib 

menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan 

eksekusi Jaminan Fidusia”. 

Pelaksanaan eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia diatur dalam 

Pasal 29 angka (1) UUJF yang menyebutkan bahwa : Apabila debitur atau pemberi 

fidusia cidera janji eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat 

dilakukan dengan cara : 

1. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 

(2) oleh penerima fidusia. 

2. Penjualan yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima 

fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 

piutangnya dari hasil penjualan. 

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi 

dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga 

tertinggi yang menguntungkan para pihak. 

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka eksekusi atas benda jaminan fidusia 

dapat dilakukan dengan cara : 

1) Eksekusi berdasarkan sertifikat jaminan fidusia 

Eksekusi ini didasarkan pada Pasal 29 angka (1) UUJF, yaitu berdasarkan  titel 

eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang berarti mempunyai kekuatan hukum 

sebagai suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, maka 
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pelaksanaannya juga harus mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan 

pengadilan. Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan menjual barang jaminan di 

muka umum (secara lelang) atau dengan cara yang oleh Ketua Pengadilan 

dianggap baik.  

2) Eksekusi berdasarkan parate eksekusi 

Parate eksekusi adalah eksekusi yang dikarenakan adanya titel eksekutorial dalam 

sertifikat jaminan fidusia dan karenanya tidak memerlukan perantara pengadilan, 

tidak memerlukan penyitaan. Dalam hal ini kreditur melaksanakan eksekusi 

berdasarkan kekuasaannya sendiri, dan kalau dipenuhi syarat Pasal 29 angka (1b) 

UUJF, kreditur bisa langsung menghubungi juru lelang dan minta agar benda 

jaminan dilelang. Parate eksekusi ini harus selalu dilaksanakan melalui lelang. 

3) Penjualan di bawah tangan 

Pada prinsipnya adalah bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui 

pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang 

paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum 

diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik 

pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di 

bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oelh pemberi fidusia dan penerima 

fidusia. 

Sesuai dengan Pasal 29 ayat UUJF pelaksanaan penjualan di bawah tangan ini 

harus dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara 

tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang 

beredar di daerah yang bersangkutan. 

 

2.3.11 Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit Lembaga Keuangan 

Perbankan atau Pembiayaan  

 Dalam pemberian kredit lembaga keuangan perbankan atau pembiayaan harus 

disertai adanya suatu jaminan karena kredit atau pembiayaan yang diberikan tersebut 

mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan harus 

Tinjauan yuridis..., Maharani Oktora, FH UI, 2012



memperhatikan perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko 

tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan dalam arti keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai yang telah 

diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh lembaga 

keuangan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit atau 

pembiayaan, lembaga keuangan harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 

watak, kemampuan modal, agunan/ jaminan, dan proyek usaha dari debitor. 

Mengingat bahwa agunan/ jaminan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian 

kredit atau pembiayaan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat 

diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor mengembalikan utangnya, agunan/ 

jaminan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai oleh kredit 

yang bersangkutan. 56

Secara etimologis, kata kredit berasal dari bahasa latin “credere” yang berarti 

“kepercayaan”.

 

57

 Ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan 

suatu jaminan terhadap pembayaran utang-utang debitur, tanpa diperjanjikan dan 

tanpa menunjuk benda khusus dari debitur. Akan tetapi pada umumnya kreditur tidak 

 Pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 huruf k Undang-undang 

nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 

tentang perbankan (UU Perbankan) disebutkan, “Kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan-persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan, pihak yang 

membiayai/kreditur harus mendapatkan rasa aman atas uang yang telah dikeluarkan 

tersebut yaitu dapat dibayar lunas oleh peminjam pada waktu yang telah ditentukan. 

Untuk itu perlu adanya suatu jaminan sebagai sarana pengaman (back up) atas risiko 

yang mungkin timbul atas cidera janji debitur dikemudian hari.” 

56 Bambang Sunggono, Pengantar Hukum Perbankan, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 
129-130. 
 

57 Ibid., hlm. 127. 
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puas dengan jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut : 

a. Benda tidak khusus. 

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menunjuk terhadap suatu 

barang khusus tertentu, tetapi menunjuk terhadap semua barang milik debitor. 

b. Benda tidak diblokir. 

Jika dibuat jaminan hutang khusus (yang bersifat kebendaan), maka dapat 

ditentukan bahwa benda tersebut tidak dapat dialihkan kecuali dengan seizin 

pihak kreditur. Hal ini tidak dapat dilakukan atas jaminan umum berdasarkan 

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

c. Jaminan tidak mengikuti benda. 

Jika telah dibuat jaminan hutang khusus (yang bersifat kebendaan), maka apabila 

benda obyek jaminan utang dialihkan kepada pihak lain oleh debitor, maka hak 

kreditor tetap melekat pada benda tersebut, terlepas ditangan siapapun benda 

tersebut berada. Sifat perlekatan kepada benda ini tidak dimiliki oleh jaminan 

umum berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

d. Tidak ada kedudukan preferens dari kreditur. 

Terhadap pemegang jaminan utang yang khusus (yang bersifat kebendaan) oleh 

hukum diberikan hak preferens. Artinya krediturnya diberikan kedudukan yang 

lebih tinggi (didahulukan) pembayaran hutangnya yang diambil dari hasil 

penjualan benda jaminan hutang, sedangkan jika ada sisa dari penjualan benda 

jaminan hutang baru dibagikan kepada kreditur lainnya. Dalam jaminan umum 

berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan 

preferens dari kreditor tersebut tidak ada.58

 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pihak kreditur cenderung 

untuk meminta jaminan hutang yang khusus dari pihak debitur sebagai dasar 

pemberian kredit atau pembiayaan dan sebagai sarana pengaman (back up) dalam 

 

58 Lihat pendapat alasan-alasan kreditor tidak puas dengan jaminan umum oleh, Munir Fuady, 
Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi, Cet. ke-1, (Jakarta: Citra Aditya 
Bakti, 2002), hlm. 137-138. 
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rangka pemberian kredit atau pembiayaan agar pembayaran hutangnya menjadi aman. 

Jaminan khusus yang dapat diminta oleh kreditur kepada debitur dapat berupa 

hipotik, fidusia, hak tanggungan atau gadai. 

 

2.3.12 Hak dan Kewajiban Pemberi Fidusia (Debitur) dan Penerima Fidusia 

(Kreditur) 

 Pemberi Fidusia (Debitur) berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUJF, yang dimaksud 

dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda 

yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 

 Menurut UUJF, hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemberi fidusia yang 

menjaminkan obyek jaminan fidusia adalah sebagai berikut : 

1) Hak-hak pemberi fidusia (debitur), antara lain : 

a) Pemberi fidusia tetap dapat menguasai benda yang menjadi obyek jaminan 

fidusia (Pasal 1 angka 1). 

b) Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek 

Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha 

perdagangan (Pasal 21 ayat (1)) sepanjang benda tersebut termasuk benda 

persediaan (Penjelasan Pasal 6 huruf c). 

c) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan 

beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada 

kreditor baru (Pasal 19 ayat (1)). 

d) Pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, dan mencampur, atau 

mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi obyek Jaminan 

Fidusia, atau melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, 

apabila disetujui oleh penerima fidusia (Pasal 23 ayat (1)). 

2) Kewajiban-kewajiban pemberi fidusia (debitur), antara lain : 

a) Pemberi fidusia dalam membebankan benda dengan Jaminan Fidusia harus 

dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta 

Jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1)). 
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b) Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan 

kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak 

merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih 

dahulu dari Penerima Fidusia (Pasal 23 ayat (2)) dan kecuali benda tersebut 

merupakan benda persediaan (Pasal 21 ayat (1)). 

c) Pemberi fidusia wajib mengganti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia 

yang telah dialihkan dengan obyek yang setara (Pasal 21 ayat (3)). 

d) Pemberi fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan 

Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia (Pasal 30). 

e) Pemberi fidusia (debitor) tetap bertanggung jawab atas utang yang belum 

terbayar, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang (Pasal 

34 ayat (2)).  

 Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJF, yang dimaksud dengan penerima fidusia 

adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang 

pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Menurut UUJF, hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban penerima fidusia yang menerima obyek jaminan fidusia adalah 

sebagai berikut : 

1) Hak-hak penerima fidusia (kreditur), antara lain: 

a) Penerima fidusia menerima jaminan fidusia yang meliputi hasil dari benda 

yang menjadi obyek jaminan fidusia, kecuali diperjanjikan lain (Pasal 10 

huruf a). 

b) Penerima fidusia menerima jaminan fidusia yang meliputi klaim asuransi, 

dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan, kecuali 

diperjanjikan lain (Pasal 10 huruf b). 

c) Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual 

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri karena 

dalam sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai 

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 15). 
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d) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya 

yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda 

yang menjadi obyek jaminan fidusia, hak yang tidak hapus karena adanya 

kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia (Pasal 27). 

e) Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas tindakan atau kelalaian 

Pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul 

dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan 

pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia (Pasal 24). 

f) Penerima fidusia berhak mendapatkan penggantian atas pengalihan benda 

yang menjadi obyek jaminan fidusia oleh Pemberi fidusia dengan obyek yang 

setara (Pasal 21 ayat (3)). 

2) Kewajiban-kewajiban penerima fidusia (kreditur), antara lain : 

a) Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya berkewajiban melakukan permohonan 

pendaftaran jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran 

jaminan fidusia (Pasal 13 ayat (1)). 

b) Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan 

tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, apabila terjadi perubahan 

mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 16 

ayat (1)). 

c) Segala hak dan kewajiban Penerima fidusia demi hukum beralih kepada 

kreditor baru apabila terjadi pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan 

fidusia (Pasal 19 ayat (1)). 

d) Penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan nilai penjaminan kepada 

Pemberi fidusia apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan (Pasal 34 

ayat (1)). 

Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditur penerima jaminan fidusia 

adalah bahwa Sertifikat jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut 

irah-irah, "DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, 

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJF. 
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Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dalam setiap sertipikat jaminan 

fidusia selalu dicantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. Sehingga demikian seripikat penjaminan fidusia mempunyai kekuatan 

yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan tetap. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada kreditur karena dengan 

adanya irah-irah tersebut maka kreditur mempunyai kepastian hukum dalam 

pemberian kredit dengan jaminan dalam bentuk daftar piutang. Irah-irah tersebut juga 

memberikan kekuatan eksekutorial terhadap sertipikat tersebut sesuai dengan Pasal 

15 ayat 2 UUJF. 

Selain itu dalam akta jaminan fidusia berisi juga mengenai hak dan kewajiban 

yang telah penerima fidusia dan pemberi fidusia yaitu : 

1) Hak debitur sebagai Pemberi Fidusia  

a. Pemberi fidusia menyatakan bahwa objek jaminan fidusia dikuasai oleh 

penerima fidusia namun hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia menjadi 

milik penerima fidusia (Pasal 1). Hal tersbut untuk memenuhi unsur fidusia 

yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda jaminan dari 

debitur kepada kreditur yang dilaksanakan secara formal. 

b. Pemberi fidusia memberi kuasa kepada penerima fidusia atau kuasanya, baik 

bersama-sama atauapun masing-masing, dengan diberikan hak untuk 

memindahkan atau mensubstitusikan kuasa ini kepada orang lain atau pihak 

lain, selama disetujui oleh penerima fidusia, melakukan segala tindakan-

tindakan apapun juga yang dipandang perlu atau diwajibkan (Pasal 4). 

c. Pemberi fidusia tetap berhak untuk melakukan penagihan kepada pihak 

ketiga. 

2) Kewajiban debitur sebagai Pemberi Fiducia.  

a. Pemberi fidusia wajib untuk memberikan kepada penerima fidusia atau 

kuasanya pada tiap-tiap 3 (tiga) bulan daftar tagihan objek jaminan fidusia 

oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia, dan wajib disebutkan jumlah 

dari objek jaminan fidusia tersebut yang dimiliki oleh pemberi fidusia 

terhadap pihak ketiga (Pasal 3). 
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b. Debitur tidak dapat melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia 

yang sudah difatar tersebut. 

c. Pemberi fidusia berkewajiban untuk menyerahkan semua hasil penagihan 

objek jaminan fidusia atau kuasanya untuk membayar jumlah-jumlah uang 

yang terhutang dan wajib dibayar oleh pemberi fidusia kepada penerima 

fidusia berdasarkan perjanjian kredit (Pasal 5). 

d. Apabila hasil penagihan objek jaminan fidusia tidak mencukupi untuk 

melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh debitur kepada bank, maka 

debitur tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh 

debitur kepada bank. 

e. Menjamin bahwa objek jaminan fidusia yang diberikan sebagai jaminan 

fidusia kepada penerima fidusia dalam akta aersebut adalah benar ada dan 

adalah hak penuh atau kepunyaan pemberi fidusia sendiri. 

f. Menanggung semua biaya akta tersebut dan akta-akta lainnya yang berkenaan 

dengan pembuatan akta maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta 

jaminan fidusia tersebut, demikian juga dengan biaya pendaftaran jaminan 

fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. 

3) Hak kreditur sebagai penerima fidusia : 

a. Penerima fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan berwenang 

untuk pada jam kerja memeriksa daftar tagihan objek jaminan fidusia di 

tempat pemberi fidusia (Pasal 3). 

b. Berhak menerima semua pembayaran atas objek jaminan fidusia yang 

diberikan sebagai jaminan fidusia dengan akta jaminan fidusia tersebut 

terhadap pihak ketiga yang bersangkutan serta selanjutnya melakukan segala 

sesuatu yang diperlukan berkenaan dengan penagihan atas objek jaminan 

fidusia (Pasal 8). 

c. Penerima fidusia berhak untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas 

ketentuan dalam akta jaminan fidusia tersebut, dalam hal perubahan atau 

penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam 
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Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran fidusia maupun ketentuan dalam 

UUJF serta peraturan pelaksanaannya. 

4) Kewajiban kreditur sebagai penerima fidusia 

a. Mendaftarkan jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dengan melampirkan 

pernyataan pendaftaran fidusia. 

b. Mengajukan permohonan pendaftaran atau perubahan dalam hal terjadinya 

perubahan data atas atas data yang tercantum dalam sertipikat jaminan fidusia. 

c. Mengembalikan sisa hasil eksekusi objek jaminan fidusia yang melebihi nilai 

penjaminan kepada debitur. 

 Dengan adanya pasal-pasal tersebut maka dapat memberikan kepastian hukum 

kepada penerima fidusia, karena berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata 

mengenai kebebasan berkontrak yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya". 

 Kata "semua" mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang 

namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan 

berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan 

dengan siapa perjanjian itu diadakan.59

a. Suatu akta yang telah ditentukan oleh Undang-undang 

 

 Maka dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut, perjanjian yang 

dibuat oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia akan berlaku sebagai Undang-

undang bagi mereka. Dan hal itu dapat memberikan kepastian hukum bagi penerima 

fidusia. 

 Akta jaminan fidusia tersebut juga dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam 

hal ini akta jaminan fidusia dibuat oleh notaris yang merupakan pejabat yang 

berwenang untuk membuat akta jaminan fidusia tersebut sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 1868 KUHPerdata yang dimaksud akta otentik adalah : 

b. Dibuat di hadapan pejabat umum yang berweanang 

c. Dan akta tersebut dibuat pada wilayah dimana pejabat umum tersebut berwenang. 

59 Mariam Darius Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, 
(Bandung: Alumni), hlm. 109. 
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 Dibuat secara notaril berarti akta jaminan fidusia tersebut dibuat dihadapan 

notaris dalam bentuk akta notaris yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh 

karena itu menurut sistem hukum dan Undang-undang di Indonesia akta tersebut 

merupakan jaminan bahwa danya kepastian hukum dan bahwa akta notaris tersebut 

adalah akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga tidak 

memerlukan tambahan alat bukti lainnya, dan hakim terikat terhadap akta notaris 

tersebut. 

 Dibuatnya akta jaminan fidusia oleh Notaris maka akta tersebut menjadi akta 

otentik yang mempunyai kepastian hukum bagi para pihak mengenai perjanjian yang 

mereka buat. 
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BAB 3 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR  

ATAS OBYEK JAMINAN FIDUSIA BERUPA DAFTAR PIUTANG 

 
3.1 PROSES PENJAMINAN FIDUSIA ATAS DAFTAR PIUTANG 

 Pemberian kredit dengan jaminan fidusia dari bank kepada perusahaan 

pembiayaan (multifinance) selain mencari keuntungan juga bertujuan untuk 

membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk modal kerja, dengan dana 

tersebut diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usahanya. Mekanisme 

pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini dilakukan dengan memegang prinsip 

kehati-hatian, pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini lebih kepada faktor 

kepercayaan, bonafiditas dan prospek dari kegiatan usaha debitur. Mengingat 

pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut sudah semestinya apabila pemberi 

dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui 

suatu lembaga hak jaminan yang kuat serta memberikan kepastian hukum bagi pihak 

yang berkepentingan.  

Faktor penting yang harus diperhatikan untuk mengurangi resiko adalah 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya 

sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum 

memberikan kredit Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak 

kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. 

Sampai saat ini, pemberian kredit merupakan kegiatan utama Bank dan 

menjadi sumber utama pendapatan bank. Di lain pihak, kegiatan pemberian kredit 

juga merupakan sumber utama kegagalan Bank karena pemberian kredit mengandung 

resiko tinggi yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan kelangsungan hidup 

bank. Penyebab utama kegagalan Bank dalam kegitan pemberian kredit pada 

umumnya terjadi karena persyaratan kredit yang longgar pemantauan yang kurang 

memadahi dan menurunnya kegiatan ekonomi. Oleh karena itu Bank harus 

mempunyai kebijakan kredit yang mencakup komposisi dan pengendalian portofolio 
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kredit secara menyeluruh dan memuat standar yang berlaku untuk setiap pengambilan 

keputusan dalam pemberian kredit.  

Selain itu pelaksanaan proses kredit harus memiliki standar yang mengandung 

unsur pengawasan kredit yag dapat memantau kualitas pemberian kredit pada semua 

tahapan dalam proses pemberian kredit. Kebijaksanaan kredit juga harus memuat 

metode untuk memelihara cadangan yang cukup atas aktiva yang diklasifikasi. 

Sebelum diadakan perjanjian kredit antara Bank dengan perusahaan 

pembiayaan (multifinance), perusahaan pembiayaan (multifinance) dan bank 

menyepakati terlebih dahulu mekanisme penyerahan agunan/jaminan kredit yaitu 

piutang dari end user/konsumen perusahaan pembiayaan (multifinance) tersebut. 

Tetapi sebelum masuk lebih dalam ke pembahasan, penulis akan menjabarkan 

definisi dari beberapa istilah yang akan digunakan dalam bagian ini, yaitu : 

- End User/Konsumen : perorangan/badan hukum yang cakap menurut hukum 

dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum, dalam hal ini menandatangani 

perjanjian/kontrak pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan (multifinance) 

untuk pembelian kendaraan bermotor pada Showroom/Dealer. 

- Showroom/Dealer : adalah perorangan/badan hukum yang cakap menurut hukum 

dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum dan menyediakan berbagai 

kendaraan bermotor untuk dijual kepada End User/Konsumen baik secara cash 

(tunai) maupun kredit (dana berasal dari perusahaan pembiayaan  (multifinance)). 

- Fasilitas Kredit : adalah penyediaan dana oleh bank kepada debitur (perusahaan 

pembiayaan (multifinance)) untuk disalurkan kepada End User/Konsumen 

berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam yang mewajibkan debitur untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembebanan bunga. 

- Daftar Piutang : seluruh piutang bersih (kumpulan piutang End User/Konsumen) 

yang diserahkan debitur (perusahaan pembiayaan (multifinance)) sebagai 

agunan/jaminan kredit yang terkait dengan fasilitas kredit, dalam bentuk hard 

copy yang telah ditandatangani di atas meterai cukup oleh pejabat yang 

berwenang sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar debitur disertai soft copy  
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(di dalam disket, electronic mail, media elektronik lainnya) yang sekurang-

kurangnya berisi data :  

a. Nomor dan Tanggal Kontrak/Perjanjian Pembiayaan kepada end user; 

b. Nama end user/konsumen; 

c. Jangka Waktu Kontrak/Perjanjian Pembiayaan kepada end user; 

d. Harga Kendaraan; 

e. Down Payment dari end user; 

f. Besarnya pembiayaan Bank (harga pokok kendaraan dikurangi down 

payment); 

g. Jenis Kendaraan; dan 

h. Tahun Kendaraan. 

 

3.1.1 Prosedur Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Perusahaan Pembiayaan 

(Multifinance) dengan Jaminan Fidusia berupa Daftar Piutang 

 Prosedur dan kebijakan pemberian Fasilitas kredit yang diberikan kepada 

perusahaan pembiayaan harus memenuhi prinsip kehati-hatian bank sebagaimana 

disyaratkan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan60

 Adapun perusahaan pembiayaan (multifinance) yang dapat dan berhak 

mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada bank harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut : 

 : 

 

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 
kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, 
solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib 
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 
 
 

61

 

 

 

60 Indonesia, Undang-undang Perbankan, Op. Cit. Ps. 29 ayat (2). 
 
61 Peraturan Kredit Internal Bank X. 
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- Persyaratan Umum  

(a) Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dan memiliki izin khusus usaha 

dibidang pembiayaan dari instansi yang berwenang. 

(b) Surat permohonan yang ditandatangani dan disetujui oleh pihak yang 

berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan. 

(c) Menyampaikan rencana bisnis. 

(d) Mempunyai perizinan dan legalitas usaha yang lengkap dan valid, berupa : 

• Izin Operasional dari Menteri Keuangan.  

• TDP (Tanda Daftar Perusahaan). 

• NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 

• Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan-perubahannya. 

• Fotocopy KTP pengurus yang masih berlaku. 

• Pengesahan / persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. 

• Izin lainnya yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan (Multifinance). 

(e) Telah beroperasi secara komersial minimal 3 (tiga) tahun. 

(f) Pembiayaan bermasalah ≤ 5% (lima persen). 

(g) Menyerahkan Laporan Keuangan minimal 2 (dua) tahun terakhir yang telah 

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan pendapat wajar tanpa 

syarat. 

(h) Domisili hukum Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) berada di wilayah 

negara Republik Indonesia. 

(i) Memenuhi ketentuan Current Ratio (CR) minimum sebesar 1,1 (satu koma 

satu) kali. 

(j) Memenuhi ketentuan Debt Equity Ratio (DER) maksimum sebesar 10 

(sepuluh) kali. 

(k) Wajib memiliki piutang pembiayaan sekurang-kurangnya sebesar 40% (empat 

puluh persen) dari total Aktiva. 

(l) Maksimal jangka waktu penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh Agent 

dan/atau Debitur dalam memeriksa laporan keuangannya, mengikuti ketentuan 

instansi yang terkait. 
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- Persyaratan Khusus : 

(a) Berdasarkan laporan keuangan audited, selama 2 (dua) tahun memperoleh 

laba. 

(b) Obyek penyaluran pembiayaan dan/atau pemberian kredit adalah : 

• Kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang baru; 

• Kendaraan bermotor roda 4 (empat) / lebih yang baru; 

• Kendaraan bermotor roda 4 (empat) / lebih yang bekas dan masih 

mempunyai harga pasar yang meng-cover kredit dengan maksimum usia 

kendaraan 15 (lima belas) tahun saat lunas. 

• Alat berat, seperti : Crane, Excavator, Buldozer, Dump Truck, Loader dan 

lainnya. 

(c) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan kemudian oleh Bank yang akan 

dituangkan dalam Surat Edaran tersendiri. 

 Kemudian, apabila seluruh persyaratan di atas telah terpenuhi, maka pihak 

bank akan melakukan analisa kredit dan melakukan penilaian dari segala aspek, yaitu: 

- Aspek Hukum, adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-

dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian terhadap dokumen-

dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu. 

- Aspek Pasar dan Pemasaran, dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek 

usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan 

datang. 

- Aspek Keuangan, dalam aspek ini yang dinilai dengan menggunakan analisis 

keuangan adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan 

yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan dalam aplikasi 

kredit. 

- Aspek Teknis/Operasional, selain aspek-aspek sebagaimana telah dikemukakan di 

atas, aspek lain yang juga dilakukan penilaian adalah aspek teknis atau 

operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai 

lokasi tempat usaha, kondisi gedung beserta sarana, dan prasarana pendukung 

lainnya. 
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- Aspek Manajemen, penilaian terhadap aspek manajemen ini adalah untuk menilai 

pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan 

usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha 

tersebut. 

- Aspek Sosial Ekonomi, untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari 

kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya 

bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial. 

 Penelitian secara mendalam dengan memperhatikan aspek ketelitian dalam 

mempelajari suatu permohonan kredit menurut penulis sangat perlu dilakukan oleh 

pihak bank selaku kreditor, untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah 

dikemudian hari yang akan mengganggu kesehatan suatu bank, mengingat penyaluran 

kredit merupakan kegiatan bank yang beresiko tinggi. 

 Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat dan terjaminnya 

penyaluran kredit maka bank harus pula memenuhi prinsip 5 C dalam penyaluran 

kredit, yaitu : 

a. Character (watak) 

b. Capacity (kemampuan) 

c. Capital (modal) 

d. Collateral (jaminan) 

e. Condition of economy (kondisi ekonomi) 

 Prinsip-prinsip tersebut di atas merupakan indikator bagi pihak bank dalam 

menilai calon debiturnya, dalam hal ini perusahaan pembiayaan (multifinance). 

Penerapan prinsip ini berlaku umum dalam dunia perbankan dan diterapkan untuk 

menjamin penyaluran kredit sesuai fungsi dan tujuannya serta menghindari kerugian 

bagi pihak bank ataupun munculnya kasus kredit bermasalah. 

 

3.1.2 Pelaksanaan Pembebanan Fidusia Dengan Jaminan Kredit Berupa 

Daftar Piutang. 

 Tahapan dan mekanisme pembebanan jaminan fidusia tersebut dalam 

prakteknya adalah sebagai berikut : 
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1) Bank menerima jaminan berupa Daftar Piutang (berdasarkan perjanjian 

pembiayaan /kontrak) dari perusahaan pembiayaan (multifinance) selaku debitur. 

2) Notaris membuat Akta Jaminan Fidusia terhadap Daftar Piutang yang dijaminkan 

tersebut berdasarkan akta Perjanjian Kredit yang dibuat antara bank dengan 

perusahaan pembiayaan (multifinance). 

3) Terhadap Akta Jaminan Fidusia tersebut tersebut Notaris melakukan pendaftaran 

pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk penerbitan Sertipikat Jaminan fidusia 

untuk Bank sebagai kreditur preference. 

4) Notaris mendaftarkan kembali (pembaharuan) Daftar Piutang ke Kantor 

Pendaftaran Fidusia per tiga/enam/dua belas bulan sekali. Pembaharuan ini lazim 

disyaratkan oleh bank, mengingat piutang dari End User/Konsumen mempunyai 

mobilitas yang tinggi. Mobilitas yang tinggi tersebut disebabkan adanya : 

- Kewajiban End User/Konsumen kepada perusahaan pembiayan (multifinance) 

telah terpenuhi/lunas. 

- Pelunasan awal/dipercepat dari End User/Konsumen atas fasilitas pembiayaan 

yang diterima dari bank melalui perusahaan pembiayaan (multifinance). 

 Akta pembebanan jaminan Fidusia di Bank X dibuat dalam bentuk akta 

otentik/Notariil dan memakai bahasa Indonesia, hal ini dilakukan untuk memenuhi 

ketentuan Fidusia Pasal 5 ayat (1) UUJF. Isi dari Akta Jaminan Fidusia tersebut 

antara lain: 

1) Identitas pemberi dan penerima fidusia; 

2) Data perjanjian pokok, hal ini sesuai dengan sifat assesoir daripada perjanjian 

penjaminan, maka sangat diperlukan untuk memuat dengan pasti perjanjian pokok 

mana yang diberikan penjaminan. Oleh karena lahir/adanya, berpindahnya dan 

hapusnya perjanjian assesoir bergantung dari perjanjian pokoknya; 

3) Data benda jaminan, yang dicantumkan secara terperinci dan jelas; 

4) Nilai penjaminan, adalah nilai/jumlah maksimal kreditur preferen atas hasil 

eksekusi benda jaminan. Hak preferen kreditur tidak bisa lebih dari jumlah nilai 

penjaminan, tetapi bisa kurang. Hal itu berkaitan dengan sifat assesoir dari 

perjanjian penjaminan. Kalau hutang dalam perjanjian pokok suatu ketika atas 
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dasar cicilan menjadi berkurang, maka jumlah maksimal hak preferen dari 

kreditur juga berkurang menjadi sama dengan sisa tagihan. Sebagai contoh dapat 

digambarkan sebagai berikut : Bank selaku kreditur punya tagihan terhadap 

debitur sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan dijamin dengan 

Jaminan Fidusia atas kendaraan-kendaraan bermotor. Dan nilai penjaminan yang 

pasang adalah Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Biasanya bank tidak 

selalu memasang nilai penjaminan lebih dari tagihan pokoknya, karena ia 

mengantisipasi kemungkinan adanya tunggakan bunga dan denda, yang bisa 

menjadikan tagihan membengkak. Kalau kredit itu macet, dan besarnya sisa 

tagihan pada saat macet adalah Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), 

maka bank berhak untuk mengambil lebih dahulu dari hasil eksekusi atas 

kendaraan-kendaraan bermotor sampai sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh 

rupiah) saja, walaupun jaminan yang dipasang adalah Rp 100.000.000.000,- 

(seratus milyar rupiah). Sebaliknya, kalau nilai penjaminan yang dipasang adalah 

kurang (lebih kecil) dari besarnya tagihan bank, maka hak preferen bank 

maksimal adalah sebesar nilai penjaminan, sedang untuk sisa tagihan, bank 

berkedudukan sebagai kreditur konkuren. 

5) Tanggal dan Nomor Perjanjian Pembebanan Fidusia; 

6) Nilai benda Objek Jaminan; 

7) Penyelesaian sengketa; 

8) Klausula Domisili hukum; 

9) Hal-hal lain yang dianggap perlu. 

 Proses penjaminan fidusia sendiri secara umum dilakukan melalui dua tahap 

yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia : 

1) Tahap pertama, pembebanan jaminan fidusia, dalam Pasal 5 (1) UUJF 

dinyatakan: “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta 

Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta jaminan Fidusia". Akta 

Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
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2) Tahap kedua dalam proses penjaminan fidusia ialah kewajiban mendaftarkan 

penjaminan fidusia itu, tindakan tersebut untuk memenuhi salah satu asas dari 

jaminan fidusia, adalah yaitu asas publisitas. 

Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi 

sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda 

yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang 

sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku pendaftaran fidusia. 

Terkait asas publisitas,  asas ini merupakan hal yang penting mengingat dalam 

jaminan fidusia, objek jaminan secara fisik tidak diserahkan kepada kreditur, dan 

dengan pendaftaran diharapkan debitur tidak dapat lagi melakukan perbuatan curang 

kepada kreditur dengan melakukan fidusia ulang atau bahkan menjual objek jaminan 

fidusia tanpa sepengetahuan kreditur. Dengan proses pendaftaran ini maka kreditur 

sebagai penerima fidusia akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia. 

Dengan adanya pendaftaran perjanjian fidusia tersebut maka kreditur sebagai 

penerima fidusia menjadi kreditur yang didahulukan hal ini diatur dalam Pasal 27 

sampai dengan Pasal 28 UUJF. 

Adapun yang dimaksud dengan hak mendahului adalah hak penerima fidusia 

untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia. Dari definisi ini jelas bahwa hak mendahului adalah hak untuk 

mengambil pelunasan piutang yang diutamakan/didahulukan kepada penerima 

fidusia. Tetapi apabila benda yang sama dijadikan objek jaminan fidusia lebih dari 

satu jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih 

dahulu mendaftarkannya pada kantor Pendaftaran Fidusia.62

Berdasarkan penjelasan Pasal 11 UUJF maka pendaftaran fidusia dilakukan 

pada tempat kedudukan si Pemberi Fidusia, tetapi masih banyak pemohon (Penerima 

Fidusia) yang mendaftarkan jaminan fidusia pada tempat berada benda yang akan 

dijaminkan. Hal ini yang menyebabkan beberapa permohonan pendaftaran pada KPF 

ditolak dan disarankan untuk didaftarkan di KPF tempat kedudukan si Pemberi 

  

62 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2004), hlm. 89. 
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Fidusia. Dalam hal pendaftaran ini KPF tidak boleh melakukan penelitian tentang 

kebenaran data yang tercantum dalam akta yang akan didaftarkan. KPF hanya 

meneliti pada kelengkapan administrasi dan data yang akan dimohonkan. 

Menurut UUJF tata cara pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima 

fidusia (atau kuasanya) di KPF, permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh 

penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 

2000 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia :63

a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa 
atau wakilnya dengan melampirkan pemyataan pendaftaran jaminan 
fidusia yang memuat:  

 

 

1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi 
nama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, 
jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan; 

2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan 
notaris yang membuat akta jaminan fidusia; 

3) Data perjanjian pokok; 
4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; 
5) Nilai penjaminan; 
6) Data bukti hak (kepemilikan); dan 
7) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

b. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan 
tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak 
lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut. 

c. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan 
sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yang 
dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan 
permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam praktek pelaksanaan 
penyerahan sertifikat fidusia ini dilakukan satu sampai dua mingggu dari 
tanggal pendaftaran, hal ini mengingat sarana dan prasarana yang sangat 
terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 

d. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, 
dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia 
pemohon memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk 
diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini memuat 
tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.  

 
 

63 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, PP No. 86 Tahun 
2000. 
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Pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan informasi data-data baik 

mengenai ikatan jaminannya, maupun bendanya, karena dalam suatu pendaftaran 

fidusia semua hal tersebut dicatat dengan teliti oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, 

sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (2) UUJF yang semuanya bertujuan 

untuk tercapainya kepastian hukum, dengan pendaftaran tersebut akan diketahui : 

a. siapa para pihaknya; 

b. perikatan pokok mana yang dijamin; 

c. besamya utang; 

d. besarnya beban jaminan; 

e. data kepemilikan atas benda yang dijaminkan; 

f. klausula-klausulanya. 

Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia 

akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditor 

diberikan Sertifikat jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia 

adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian 

kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan 

memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas 

publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.64

 Hal lain yang perlu diperhatikan dan biasanya dilakukan dalam praktek 

pemberian fasilitas kredit perbankan kepada perusahaan pembiayaan (multifinance) 

adalah, diperbaharuinya daftar piutang yang diberikan perusahaan pembiayaan 

(multifinance) setiap jangka waktu tertentu. Hal tersebut dilakukan, karena di dalam 

daftar piutang yang diberikan kepada bank selaku kreditur dan penerima fidusia, 

 

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan 

Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas 

perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah syarat-syarat kelengkapan 

administrasi dipenuhi maka Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia mengeluarkan satu 

Sertifikat Jaminan Fidusia untuk si pemohon (Penerima Fidusia) dan satu Buku 

Daftar Fidusia untuk disimpan di Kantor Pendaftaran Fidusia.  

64 Purwahid Patrik dan Kashadi, Op. Cit, hlm. 41 
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besar kemungkinan terdapat satu/lebih piutang yang dilunasi lebih awal pada waktu-

waktu tertentu, sehingga untuk meng-cover hutang/outstanding perusahaan 

pembiayaan (multifinance), maka dilakukanlah hal tersebut. 

 Pembaharuan ini penting dilakukan, mengingat berbeda dengan instrument 

hak tanggungan yang proses pengikatannya bisa mengandalkan bisa mengandalkan 

informasi tentang pendaftaran hak atas tanah, pengalihan hak atas tanah dan 

pembebanan hak tanggungan dalam buku tanah yang ada dikantor pertanahan, 

pengikatan fidusia hanya dapat mengandalkan informasi yang ada dalam daftar 

piutang yang dibuat perusahaan pembiayaan (multifinance) selaku pemberi jaminan 

fidusia.65

3.2 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SELAKU KREDITUR 

(PENERIMA FIDUSIA) DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI 

 

 

3.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Bank dan Penyelesaian Kredit Jika Debitur 

Wanprestasi  

 Salah satu cara untuk melindungi kepentingan bank selaku kreditur (sebagai 

penerima fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti atas hak kreditur 

bila debitur wanprestasi. Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam 

jaminan Fidusia (Pasal 6 UUJF), secara tidak langsung memberikan pegangan yang 

kuat bagi Kreditur sebagai Penerima Fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin 

dan besamya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur 

preferen.  

 Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUJF dapat dilihat pada 

Pasal 20 UUJF : “Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia 

dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda 

persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.” 

65 Sunu Widi Purwoko, Op. Cit.., hlm. 178. 
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 Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan 

dan berlaku terhadapnya asas droit de suite, kecuali pengalihan atas benda persediaan 

yang menjadi objek jaminan fidusia. 

 Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) UUJF:  

 

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan 
kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak 
merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih 
dahulu dan Penerima Fidusia. 
 
 
Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 UUJF : 

 

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda 
yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah. 

 

 Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia 

berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 UUJF : 

 

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau 
kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau 
yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan 
penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.  

 

 Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi 

perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak 

didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitur padanya (asas schuld 

dan haftung). 

Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan 

dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 UUJF : 
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1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor 

lainnya. 
2) Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak 

Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil 
eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. 

3) Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya 
kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. 

 

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya 

perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia) menurut UUJF antara lain 

sebagai berikut: 

a. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah 

untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia; 

b. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek 

jaminan fidusia (pasal 17); 

c. Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk 

mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (Pasal 23 ayat 2); 

d. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, 

kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia; 

e. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia. 

Apabila setelah bank berusaha melalui upaya preventif namun akhirnya kredit 

yang telah dikeluarkannya menjadi kredit yang bermasalah, maka bank akan 

menggunakan upaya represif. Upaya-upaya represif yang mula-mula akan dilakukan 

ialah melakukan upaya penyelamatan kredit. Bila ternyata upaya penyelamatan kredit 

tidak dapat dilakukan atau walaupun sudah dilakukan tetapi tidak membawa hasil, 

maka bank akan menempuh upaya penagihan kredit. 

1) Upaya Penyelamatan Kredit. 

Upaya bank untuk menyelamatkan kredit adalah upaya yang dilakukan untuk 

melancarkan kembali kredit yang sudah tergolong dalam kredit “tidak lancar”, 

“diragukan” atau bahkan telah tergolong dalam “kredit macet” untuk kembali 

menjadi “kredit lancar” sehingga debitur kembali mempunyai kemampuan untuk 
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membayar kembali kepada bank segala utangnya disertai dengan biaya dan 

bunga. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 

Pebruari 1991, upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank 

adalah sebagai berikut :  

a) Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan 

syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran 

kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk grade period atau masa 

tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran atau tidak. 

b) Persyaratan kembali (Reconditioning), dengan melakukan perubahan atas 

sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak hanya 

terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. 

Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa 

melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity 

perusahaan. 

c) Penataan kembali (Restructuring) yaitu suatu upaya dari bank yang berupa 

melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa 

pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau 

sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, yang dilakukan dengan atau 

tanpa Rescheduling dan atas Reconditioning. 

2) Penyelesaian Kredit 

 Apabila menurut pertimbangan bank, kredit yang bermasalah tidak mungkin 

dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan 

sebagaimana telah diuraikan di atas dan akhirnya kredit yang bersangkutan menjadi 

kredit macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau 

penagihan terhadap kredit tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan penyelesaian 

kredit macet atau penagihan kredit macet adalah upaya bank untuk memperoleh 

kembali pembayaran dari debitur atas kredit bank yang telah menjadi macet dengan 

menggunakan beberapa langkah, namun dalam hal ini penulis hanya akan 

menguraikan tentang penyelesaian kredit macet melalui eksekusi benda jaminan. 
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3.2.2 Eksekusi Jaminan Fidusia 

 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kemudahan melaksanakan 

eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi 

ini tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia karena dalam gadai pun dikenal 

lembaga serupa. Pasal 29 UUJF menyatakan bahwa :  

(1)  Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang 

menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: 

a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 

UUJF oleh bank selaku Penerima Fidusia;  

Dalam UUJF diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia yaitu melalui 

parate eksekusi. Parate eksekusi adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan 

atau tanpa campur tangan pengadilan.  

b) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima 

Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 

dari hasil penjualan;  

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat 

diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui 

pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang 

menguntungkan baik pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka 

dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh 

pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan 

penjualan tersebut dipenuhi. 

c) Penjualan di bawah tangan. Pelaksanaan penjualan bawah tangan yang dilakukan 

berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara 

demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 

(2)  Pelaksanaan penjualan di bawah tangan  dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) 

bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi Fidusia dan Penerima 

Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya 

dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.  
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Jadi pada prinsipnya pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan oleh 

Pemberi Fidusia sendiri, selanjutnya hasil penjualan tersebut diserahkan kepada 

Penerima Fidusia (pihak kredit/bank) untuk melunasi hutang Pemberi Fidusia 

(debitur). 

 Pasal 30 UUJF mewajibkan Pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang 

menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. 

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan 

Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil 

benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan 

pihak yang berwenang.66

 Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika 

nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin. Sesuai dengan 

 

 Khusus dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas 

benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau dibursa, penjualannya 

dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturah perundang-

undangan yang berlaku (Pasal 31 UUJF). Bagi efek yang terdaftar di bursa di 

Indonesia, maka peraturan perundangundangan di bidang pasar modal akan otomatis 

berlaku. 

 Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 UUJF sifatnya mengikat dan 

tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk 

melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan 

cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 

Pasal 31, adalah batal demi hukum (Pasal 32 UUJF). 

 Selanjutnya mengingat bahwa jaminan fidusia adalah pranata jaminan dan 

bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara constitutum prossessorium adalah 

dimaksudkan semata-mata untuk memberi agunan dengan hak yang didahulukan 

kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 UUJF “Setiap janji yang 

memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi 

objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.” 

66 Penjelasan Pasal 30 UUJF 
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Pasal 34 UUJF, dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia 

wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. Namun demikian 

apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap 

bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa penanganan terhadap kredit 

bermasalah dilakukan Bank X dengan cara dan bentuk yang bervariasi, tergantung 

dari itikad dan keadaan usaha debitur. Ada dua cara penyelesaian yang ditempuh 

yaitu: 

1. Melalui negosiasi. 

Negosiasi, dilakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik, kooperatif 

dan kegiatan usahanya masih bisa diselamatkan. Negosiasi ini dalam prakteknya 

diwujudkan dalam bentuk restrukturisasi kredit bermasalah. Negosiasi 

dipergunakan sebagai langkah awal penyelesaian kredit bermasalah. 

2. Melalui eksekusi. 

Eksekusi, dilakukan setelah usaha penyelesaian melalui negosiasi dengan cara 

restrukturisasi tidak berhasil dilakukan. Maka pihak bank akan menarik jaminan 

yang biasanya berupa mobil untuk dilakukan penjualan dibawah tangan. Dimana 

dalam ini bank akan menganjurkan debitur untuk mencari sendiri penjual jika 

dalam jangka waktu yang diberikan belum ada pembeli maka bank akan mencari 

pembeli. Dari hasil pejualan tersebut maka bank akan mengambil sejumlah 

outstanding (sisa hutang dan bunga yang masih harus dibayar), jika ada lebih 

akan diberikan kepada debitur. 

 Khusus untuk fasilitas kredit bermasalah pada perusahaan pembiayaan 

(multifinance), pihak bank sesungguhnya tidak terlalu khawatir dalam proses 

penyelesaiannya. Hal ini disebabkan banyak sekali instrumen yang melindungi 

kepentingan bank, yaitu : 

1) Adanya ketentuan uang muka minimum dalam pengajuan pembiayaan dari End 

User/konsumen kepada perusahaan pembiayaan (multifinance).67

67 Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan 
Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan 
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2) Fasilitas kredit yang diberikan kepada End User/Konsumen melalui perusahaan 

pembiayaan (multifinance) telah di-cover dengan asuransi baik All Risk maupun 

Total Lost Only (TLO) termasuk asuransi jiwa. 

3) Adanya surat kuasa membebankan Jaminan Fidusia dari End User/Konsumen 

kepada perusahaan pembiayaan (multifinance), sehingga apabila sewaktu-waktu 

dipandang perlu, maka perusahaan pembiayaan (multifinance) selaku kuasa bank 

dapat membebankan jaminan fidusia atas kendaraan-kendaraan End 

User/Konsumen yang berpotensi bermasalah. 

4) Adanya asli kuitansi kosong (rangkap 3 (tiga)) yang dipergunakan untuk 

melakukan balik nama kendaraan bermotor di Samsat/Polda, apabila pembiayaan 

yang diberikan bank kepada End User/Konsumen melalui perusahaan 

pembiayaan (multifinance) menjadi bermasalah/macet.68

5) Bukti Pemilikan Kendaraan Bemotor (BPKB) atas kendaraan bermotor yang 

dibeli End User/Konsumen dengan dana bank yang disalurkan melalui 

perusahaan pembiayaan (multifinance), disimpan di bank. 

 

 Di samping itu, Bank X dalam prakteknya, senantiasa memilih perusahaan-

perusahaan pembiayaan (multifinance) yang bonafid dan berskala nasional dalam 

penyaluran pembiayaan (termasuk perusahaan pembiayaan (multifinance) berstatus 

perusahaan terbuka), sebab telah memiliki struktur organisasi dan manajemen yang 

handal dalam meminimalisasi terjadinya kredit macet.  

 Berdasarkan hasil penelitian, langkah yang ditempuh oleh Bank X dalam 

upaya menangani tunggakan kredit sebagai penyebab terjadinya kredit bermasalah 

adalah: 

1) Pemberitahuan keterlambatan pembayaran. 

Pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran kredit ini dilakukan 1 (satu) 

hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran kredit. Satu hari setelah tanggal 

jatuh tempo pembayaran angsuran kredit, apabila debitur belum melakukan 

pembayaran angsuran, akan keluar laporan keterlambatan pembayaran dari 

 
68 Romi Amir, Wawancara, Loan Staff, Bank X, tanggal 16 Juli 2012. 
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komputer credit admin atas nama debitur. Laporan keterlambatan pembayaran ini 

akan diserahkan oleh credit admin ke bagian marketing, yang kemudian akan 

ditindak lanjuti dengan pemberitahuan keterlambatan ini kepada debitur melalui 

telepon dan surat pemberitahuan keterlambatan. Pemberitahuan melalui surat 

dilakukan satu kali dalam satu bulan pertama. Sedangkan pemberitahuan melalui 

telepon dilakukan satu kali dalam satu minggu selama satu satu bulan terhitung 

semenjak hari keterlambatan pembayaran. Setelah melampaui tenggang waktu 

satu bulan pertama debitur belum menunjukkan itikad baiknya atau tidak 

kooperatif, maka bank akan mengeluarkan surat teguran yang sifatnya lebih keras 

dari surat pemberitahuan. Surat teguran ini biasanya disertai dengan kehadiran 

pihak bank kepada debitur untuk meminta pernyataan kesanggupan membayar 

angsuran kredit. Hal ini dilakukan selama satu bulan kedua, dengan tempo 

kedatangan satu kali dalam satu minggu. Pada tahapan ini bank masih membuka 

penyelesaian berdasarkan prinsip musyawarah dan kekeluargaan, namun bank 

akan memberikan catatan pada regsiter kredit nasabah berupa penurunan status 

kreditur menjadi kredit dalam pengawasan khusus. 

2) Memberikan surat peringatan. 

Namun apabila telah lewat waktu satu bulan dari semenjak diberikannya surat 

teguran tersebut debitur belum menunjukkan itikad baik dan tidak kooperatif 

kewajibannya membayar kredit, maka Bank X akan mengirimkan Surat 

Peringatan atau (SP) kepada debitur. Surat peringatan ini termasuk dalam kategori 

teguran keras, dengan dikeluarkannya surat peringatan ini maka bank akan 

menurunkan status kredit debitur. Surat peringatan ini diberikan sebanyak tiga 

kali selama tiga minggu dengan cara: 

a) Bank akan memberikan surat peringatan pertama (SP-1) kepada debitur, 

dengan dikeluarkannya SP-1 ini maka status kredit debitur akan diturunkan 

dari kredit dalam perhatian khusus, menjadi kurang kurang lancar. Pada tahap 

ini bank mulai melakukan tindakan yang bersifat preventif terhadap debitur, 

terutama berkenaan dengan objek jaminan kredit. Hal ini dapat dimengerti 

karena obyek jaminan kreditnya adalah fidusia benda persediaan, artinya 
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keberadaan dan penguasaan benda secara ekonomis masih pada debitur. Bank 

akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap arus 

penjualan dan penggantian benda jaminan tersebut. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalkan risiko kemungkinan adanya itikad buruk dari debitur atas 

pengalihan benda atau atas hasil pengalihan benda jaminan fidusia tersebut. 

Risiko tersebut dapat berupa tidak digantinya benda jaminan fidusia dengan 

benda yang setara nilainya, atau dapat berupa pengalihan hasil penjualan 

benda jaminan fidusia tersebut yang tentunya akan merugikan pihak bank 

sebagai pemberi kredit. 

b) Satu minggu setelah dikirimkannnya SP-1 belum juga adanya tanda-tanda niat 

baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajibannnya, maka bank akan 

menerbitkan SP-2. Pemberian SP-2 menyebabkan bank menurunkan lagi 

status debitur dari kredit kurang lancar menjadi kredit yang diragukan. 

c) Tenggang satu minggu setelah SP-2 dikirimkan dan debitur belum juga 

menanggapi dengan sikap yang kooperatif, maka selanjutnya bank akan 

mengeluarkan SP-3. Dengan dikeluarkannya SP-3 ini maka bank akan 

menurunkan status kredit debitur dari kredit yang diragukan menjadi kredit 

macet. Dengan pemberian status kredit macet pada register nasabah, maka 

bank akan melakukan tindakan pengamanan terhadap aset yang menjadi 

jaminan kredit. Karena dalam hal ini yang menjadi jaminan kreditnya adalah 

fidusia benda persediaan, di mana benda tersebut memang untuk 

diperdagangkan, maka tindakan yang dilakukan bank adalah meminta debitur 

untuk menghentikan seluruh transaksi pengalihan/penjualan objek jaminan 

fidusia tersebut. Permintaan bank ini lebih kepada himbauan sifatnya, karena 

tidak ada jaminan bahwa debitur akan mematuhinya. Di samping itu, sesuai 

dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUJF, maka hasil pengalihan atau tagihan 

yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi objek jaminan fidusia 

pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan. Bank juga akan meminta 

agar semua kuitansi penagihan, dan hasil pengalihan/penjualan dari benda 

jaminan tersebut sebagai objek jaminan fidusia pengganti, pada tahap inilah 
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sebenarnya letak kelemahan jaminan fidusia. Dalam kasus ini, bagi debitur 

nakal akan mudah untuk melakukan penipuan terhadap benda jaminan fidusia 

tersebut, seperti menjual dan hasil penjualannya dialihkan kepada usaha lain. 

Dalam hal ini kedudukan bank lemah terhadap benda jaminan tersebut dan 

kurangnya kepastian hukum yang diperoleh bank untuk pengembalian kredit 

yang telah dikucurkannya, karena objek jaminannya sudah tidak ada lagi. 

Dengan demikian, sebetulnya bank agak enggan untuk menerima jaminan 

fidusia sebagai objek jaminan kredit, kalaupun bank menerima, hal itu lebih 

sekedar menghormati undang-undang saja. Oleh sebab itu untuk kredit yang 

dijamin dengan fidusia, bank akan menerapkan ketentuan yag ketat, kredit 

yang diberikan relatif kecil, dan untuk pengajuan kredit yang besar, bank akan 

meminta jaminan lain selain jaminan fidusia ini. Pada tahap SP-3 ini bank 

juga masih membuka kesempatan bagi debitur yang memiliki itikad baik 

untuk menyelesaikan pembayaran kreditnya. 

3) Pembuatan Akta Fidusia ke notaris, dengan dasar surat kuasa substitusi yang 

ditandatagani debitur pada saat perjanjian kredit dilakukan. Untuk selanjutnya 

notaris yang ditunjuk akan mendaftarkan di Kantor Fidusia. Dari hasil penelitian 

diketahui dengan cara ini, dibuatkan akta fidusia ke notaris dan didaftarkan pada 

saat telah terjadi masalah bukanlah hal yang mudah karena akan memakan waktu 

paling tidak 1 (satu) bulan setelah akte fidusia didaftarkan. Juga kendala lain yang 

muncul jika pada saat pendaftaran ada Kartu Tanda penduduk debitur telah jatuh 

tempo maka proses pendaftaran tidak dapat dilakukan.  

 Kredit bermasalah merupakan suatu risiko yang sangat mungkin terjadi dalam 

pemberian kredit dan merupakan gejala yang harus diwaspadai oleh setiap bank 

sebagai pemberi kredit. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

31/147/ DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, yang 

termasuk ke dalam golongan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) 

adalah kredit dalam kategori kurang lancar, kredit yang diragukan dan kredit macet. 
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 Kredit bermasalah pada umumnya disebabkan adanya tunggakan kredit, 

karena debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit, 

tepat pada waktunya sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.  

 Dalam mekanisme pemberian kredit, bank harus mempunyai keyakinan 

bahwa kredit yang diberikan dapat kembali sesuai dengan yang telah diperjanjikan. 

Untuk itu bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit.  

 Bank harus melakukan analisis yang mendalam mengenai debitur calon 

penerima kredit. Analisis tersebut menyangkut kegiatan usaha debitur, prospek usaha 

debitur, serta jaminan kredit yang diberikan debitur. Prinsip kehati-hatian ini sesuai 

dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang 

menegaskan bahwa : “Dalam pemberian kredit, Bank Umum wajib mempunyai 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai 

dengan yang diperjanjikan.”  

 Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini diwujudkan dalam bentuk 

analisis kelayakan terhadap calon debitur penerima kredit. Analisis ini dilakukan 

secara mendalam, berkaitan dengan prinsip 5 C, yaitu analisis terhadap kepribadian 

(character), analisis terhadap kemampuan (capacity), analisis terhadap modal 

(capital), analisis tentang kondisi ekonomi (condition of economic), analisis terhadap 

jaminan kredit (collateral) dari calon debitur. 

 Analisis kelayakan calon debitur tersebut dilakukan untuk memberikan 

keyakinan kepada bank atas keamanan kredit yang akan diberikan. Analisis terhadap 

collateral atau jaminan kredit yang akan diberikan oleh calon debitur merupakan 

salah satu bagian dari tindakan pengamanan kredit, karena sebagaimana fungsi dari 

benda jaminan adalah untuk menjamin kepastian pengembalian kredit. 

 Prinsip-prinsip kehati-hatian yang ditunjukkan bank dalam pemberian kredit 

tersebut juga mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatakan bahwa : “Dalam memberikan 

kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang 

tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.” 
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 Apabila menurut pertimbangan bank, kredit yang bermasalah tidak mungkin 

dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan 

sebagaimana telah diuraikan di atas dan akhirnya kredit yang bersangkutan menjadi 

kredit macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau 

penagihan terhadap kredit tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan penyelesaian 

kredit macet atau penagihan kredit macet adalah upaya bank untuk memperoleh 

kembali pembayaran dari debitur atas kredit bank yang telah menjadi macet. 

 Berdasarkan hasil penelitian dalam menyelesaikan kredit macet apabila 

pemberi fidusia tersebut cidera janji, pihak Bank X, bank melakukan penjualan di 

bawah tangan dengan meminta kepada debitur untuk melakukan penjualan sendiri 

jaminannya secara sukarela, untuk selanjutnya hasilnya diserahkan kepada bank 

untuk melunasi kredit tersebut. 

 Berkaitan dengan eksekusi di bawah tangan maka dalam akta jaminan fidusia 

telah diatur ketentuan mengenai hak bank selaku penerima fidusia untuk menjual 

obyek fidusia atas dasar titel eksekutorial, melalui pelelangan di muka umum, atau 

melalui penjualan di bawah tangan. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 7 

Akta Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa : 

 

Dalam hal Pemberi Fidusia dan/ atau DEBITUR tidak menjalankan atau 
memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/ atau salah satu ketentuan 
dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau 
DEBITUR lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan 
lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat 
teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu maka atas 
kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak : 

a. Untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar titel 
Eksekutorial ; atau melalui pelelangan dimuka umum ; atau melalui 
penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 
Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian 
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 

b. Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap 
dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua 
surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga 
penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa 
yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan/mengkompensir 
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uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib 
dibayar oleh DEBITUR kepada KREDITUR …..dst” 

 

 Atas dasar Pasal ini maka dalam prakteknya bank diberikan kemudahan untuk 

melaksanakan eksekusi sendiri atas dasar kekuasaan yang dimilikinya. Menurut pihak 

bank, dengan adanya pasal ini maka bank dimudahkan dalam menyelesaikan kredit 

bermasalah khususnya jaminan fidusia, karena prosedur hukum yang ditempuh 

menjadi lebih singkat. Hal ini disebabkan karena apabila pihak bank menggunakan 

penyelesaian melalui pelelangan umum (parate eksekusi), maka prosedur yang 

ditempuh cukup panjang dan menggunakan biaya yang besar meskipun Undang-

undang telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melakukan eksekusi 

jaminan berdasarkan parate eksekusi, tetapi dalam hal pelaksanaannya Kantor Lelang 

tidak bersedia melakukan lelang berdasarkan parate eksekusi. 

 Dalam proses perikatan kredit yang dijamin dengan benda bergerak tersebut 

diikat dengan secara fidusia sebagaimana telah diatur dalam UUJF Pasal 1 undang-

undang ini memberikan pengertian bahwa fidusia adalah “pengalihan hak 

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan yang mana hak kepemilikan dari 

benda tersebut tetap berada pada penguasaan pemilik benda tersebut”. Sifat jaminan 

fidusia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 UUJF menyatakan bahwa : 

 

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 
maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan 
yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang 
berada dalam penguasan Pemberi Fidusia , sebagai agunan bagi pelunasan 
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 
Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”. 

 

 Ini berarti bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan 

Jaminan Fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaaan (zakelijke 

zekerheid) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia. 

Sebagaimana prinsip jaminan kebendaan dimana lahirnya adalah dalam rangka 
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menjamin suatu hutang tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit (sebagai 

perjanjian pokok), maka Akta Jaminan fidusia yang ditandatangani setelah 

penandatangan Akta Perjanjian Kredit menunjukan bahwa perikatan fidusia adalah 

perikatan assesoir. Ini artinya bahwa sebagai perjanjian assesoir perjanjian jaminan 

fidusia memiliki sifat sebagai berikut: 

a) Sifat ketergantungan pada perjanjian pokok; 

b) Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok; 

c) Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang 

disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi;  

 Pengertian tersebut, bank dalam pemberian fasilitas kredit mempercayakan 

kepada debitur untuk tetap menguasai dan/atau menggunakan benda tersebut untuk 

digunakan sesuai dengan fungsinya. Selama menguasai dan/atau menggunakan benda 

tersebut debitur diwajibkan memelihara obyek jaminan tersebut dengan sebaik-

baiknya. Selain itu debitur dilarang untuk mengalihkan benda kepada pihak lain 

dengan cara apapun, termasuk menjaminkan kembali tanpa persetujuan bank. 

 Dalam jaminan fidusia pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-

semata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh 

penerima fidusia. Ini merupakan inti dari pengertian jaminan fidusia yang 

dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 1. Bahkan sesuai dengan Pasal 33 UUJF, setiap 

janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda 

yang menjadi obyek jaminan fidusia bilamana debitur cidera janji, akan batal demi 

hukum.  

 Hak yang didahulukan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan sebagai hak 

penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda 

fidusia yang menjadi obyek jaminan fidusia. Bahkan sekalipun pemberi fidusia 

dinyatakan pailit atau dilikuidasi maka hak untuk mengambil pelunasan piutang dari 

penerima fidusia tetap dilindungi, dan diutamakan karena undang-undang secara 

tegas menyatakan bahwa obyek fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi 

fidusia. Pasal 29 UUJF menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia 
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cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat 

dilakukan dengan cara: 

a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia; 

Dalam UUJF diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia yaitu melalui 

parate eksekusi. Parate eksekusi adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan 

atau tanpa campur tangan pengadilan. Parate eksekusi dalam hukum jaminan 

semula hanya diberikan kepada kreditur penerima hipotik pertama dan kepada 

penerima gadai (pand). 

Dalam berbagai hukum jaminan terdapat beberapa macam parate eksekusi. Di 

antaranya: parate eksekusi penerima hipotik pertama, parate eksekusi penerima 

hak tanggungan pertama, parate eksekusi penerima gadai, parate eksekusi 

penerima fidusia, parate eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk 

bank Pemerintah. 

b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima 

fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 

dari hasil penjualan; 

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat 

diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui 

pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang 

menguntungkan baik pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka 

dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh 

pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan 

penjualan tersebut dipenuhi. 

c) Penjualan di bawah tangan  

Pelaksanaan penjualan bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 

pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga 

tertinggi yang menguntungkan para pihak dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) 

bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima 

fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya 
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dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Jadi pada 

prinsipnya pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan oleh pemberi fidusia 

sendiri, selanjutnya hasil penjualan tersebut diserahkan kepada penerima fidusia 

(pihak kredit/bank) untuk melunasi hutang pemberi fidusia (debitur). 

 Pasal 30 UUJF mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. 

Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak 

yang berwenang. 

 Menurut Pasal 29 ayat (1) huruf (c) UUJF memberikan peluang kepada 

kreditur untuk melakukan penjualan di bawah tangan jika dengan cara tersebut dapat 

diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, akan tetapi pelaksanaan 

penjualan baru dapat dilakukan setelah melewati waktu 1 (satu) bulan sejak 

diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-

pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar 

yang beredar di daerah yang bersangkutan. 

 Dalam pelaksanaannya ternyata ketentuan menunggu masa 1 (satu) bulan dan 

pengumuman di surat kabar tersebut dijalankan oleh bank. Kendala yang dihadapi 

oleh bank ternyata terletak pada kepentingan bank yang terkait dengan kewajiban 

bank untuk memelihara tingkat kelancaran debitur (kolektibilitas) sebagaimana 

disyaratkan oleh Bank Indonesia. Semakin lama seorang debitur tercatat mengalami 

tunggakan maka akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, dan 

tentunya akan mempengaruhi penilaian kinerja bank tersebut oleh Bank Indonesia. 

Selain itu kewajiban pengumuman di surat kabar akan menimbulkan dampak biaya 

bagi bank sehingga akan mempengaruhi tingkat pendapatan (profit) bank.  

 Dalam pelaksanaannya eksekusi jaminan fidusia oleh bank mengalami 

kendala dalam hal debitur tidak memberikan kesempatan dengan berbagai alasan. 

Bank senantiasa melakukan tindakan eksekusi sendiri atau dengan bantuan pihak 

berwenang. Penggunaan kewenangan ini oleh bank di lapangan sering mendapatkan 
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perlawanan dari pihak debitur / pemberi fidusia. Eksekusi jaminan fidusia oleh bank 

dilakukan sebagai alternatif terakhir dalam penyelesaian kredit macet bilamana 

debitur telah menunjukkan performa kredit yang buruk. Hal ini ditandai dengan tidak 

patuhnya debitur dalam menyelesaikan tunggakan kreditnya, tidak mengindahkan 

peringatan bank, atau menunjukkan itikad tidak baik atau kehendak tidak mau 

bekerjasama dengan bank. 
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BAB 4 

PENUTUP 

 
4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Proses penjaminan fidusia atas daftar piutang yang terjadi di Bank X terbagi 

ke dalam 2 (dua) tahap, yaitu : 

- Tahap pertama, Prosedur pemberian fasilitas kredit kepada perusahaan 

pembiayaan (multifinance) dengan jaminan fidusia berupa daftar piutang 

terdiri dari: 

1) Perusahaan pembiayaan (multifinance) mengajukan permohonan 

fasilitas kredit kepada Bank X. 

2) Bank melakukan verifikasi apakah perusahaan pembiayaan 

(multifinance) telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.  

3) Bank melakukan analisa berdasarkan prinsip 5 C yaitu, Character 

(watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral 

(jaminan) dan Condition of economy (kondisi ekonomi). 

4) Berdasarkan hasil analisa sebagaimana point 3 di atas, kemudian Bank 

memberikan keputusan (menyetujui/menolak) atas permohonan 

fasilitas kredit dari perusahaan pembiayaan (multifinance). 

5) Setelah Bank menyetujui permohonan perusahaan pembiayaan 

(multifinance), Bank akan memberikan surat persetujuan kredit yang 

berisi terms and conditions yang kemudian akan dituangkan ke dalam 

Perjanjian Kredit. 

6) Apabila perusahaan pembiayaan (multifinance) menyetujui terms and 

conditions dimaksud, Bank dengan perusahaaan pembiayaan 

(multifinance) kemudian secara bersamaan menandatangani akta 

perjanjian kredit, akta jaminan fidusia dan menyerahkan daftar piutang 

sebagai jaminan. 
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- Tahap kedua, Pelaksanaan pembebanan fidusia dengan jaminan kredit 

berupa daftar piutang terdiri dari:  

1) Bank menerima jaminan berupa Daftar Piutang (berdasarkan 

perjanjian pembiayaan/kontrak) dari perusahaan pembiayaan 

(multifinance) selaku debitur. 

2) Notaris membuat Akta Jaminan Fidusia terhadap Daftar Piutang yang 

dijaminkan tersebut berdasarkan akta Perjanjian Kredit yang dibuat 

antara bank dengan perusahaan pembiayaan (multifinance). 

3) Terhadap Akta Jaminan Fidusia tersebut tersebut Notaris melakukan 

pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk penerbitan 

Sertipikat Jaminan fidusia untuk Bank sebagai kreditur preference. 

4) Notaris mendaftarkan kembali (pembaharuan) Daftar Piutang ke 

Kantor Pendaftaran Fidusia per tiga/enam/dua belas bulan sekali. 

Pembaharuan ini lazim disyaratkan oleh bank, mengingat piutang dari 

End User/Konsumen mempunyai mobilitas yang tinggi. Mobilitas 

yang tinggi tersebut disebabkan adanya : 

- Kewajiban End User/Konsumen kepada perusahaan pembiayan 

(multifinance) telah terpenuhi/lunas. 

- Pelunasan awal/dipercepat dari End User/Konsumen atas fasilitas 

pembiayaan yang diterima dari bank melalui perusahaan 

pembiayaan (multifinance). 

4.1.2 Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur (penerima fidusia) diatur 

dalam pasal-pasal UUJF, yaitu Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 

ayat (2), Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 29 yang isinya menegaskan hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk 

menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia; 

2) Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan 

fidusia; 
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3) Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk 

mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan; 

4) Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau 

kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia; 

5) Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.  

Sedangkan perlindungan hukum bagi bank apabila debitur (perusahaan 

pembiayaan (multifinance)) wanprestasi menurut Pasal 29 UUJF  :  

1) Pelaksanaan titel eksekutorial;  

2) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan 

Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;  

3) Penjualan di bawah tangan. Pelaksanaan penjualan bawah tangan yang 

dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika 

dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan 

para pihak. 

 

4.2 Saran 

4.2.1 Perumusan klausula-kalusula di dalam Perjanjian Kredit perlu memperoleh 

perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditor, karena perjanjian 

kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan 

dan penatalaksanaan kredit tersebut. Khususnya pencantuman klausula 

mengenai Pernyataan dan Jaminan, dimana debitor (Perusahaan Pembiayaan 

(multifinance)) bersedia menjamin tidak melakukan penjaminan ganda atas 

daftar piutang yang diberikan kepada kreditor, termasuk bersedia 

menjaminkan seluruh fix asset (aset tetap) milik debitor sendiri sebagai 

jaminan tambahan. 

4.2.2 Di masa mendatang diperlukannya suatu peraturan perundang-undangan yang 

lengkap tentang pelaksanaan eksekusi jaminan di Indonesia, sehingga proses 

eksekusi yang sederhana, cepat, murah dan efesien dapat diwujudkan. 
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